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Di dalam setiap usaha, gerak langkah, dan tarikan nafas sepatutnyalah kita mendasarkan untaian
kata puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Semesta Alam atas segala karunia dan berkah-Nya. Hal
itu terutama atas diterbitkannya kembali Buletin Narasimha pada tahun 2010 oleh Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta. Ada berbagai gagasan, ide-ide, dan pemikiran tentang upaya
pelestarian, peranan keintelektualan, nilai-nilai penting dan kesadaran kesejarahan, kepariwisataan,

serta presentasi mengenai potensi sumber daya budaya yang dituangkan di dalam buletin ini.

Pada terbitan buletin edisi ini di samping mengekspos tulisan dari kalangan internal BP3
Yogyakarta juga dari kalangan eksternal yang memberikan kontribusi tulisannya yaitu dari akademisi,
lembaga terkait, maupun kalangan birokrasi pemerintah daerah. Sebagai tulisan utama, diekspos
mengenai aspek pelestarian, tantangan peran masyarakat intelektual dalam upaya pelestarian, serta
refleksi nilai penting kesadaran sejarahnya. Di samping itu, juga terdapat tulisan yang terkait dengan
kapasitas kunjungan wisatawan di dalam kawasan pusaka budaya serta berbagai hal tentang potensi

sumber daya budaya.

Sebagai tulisan pendukung yaitu tentang laporan berbagai kegiatan terpilih yang dilakukan BP3
Yogyakarta, baik pemugaran, ekskavasi arkeologi, kemah budaya, dan jelajah budaya. Berbagai
tema tulisan tersebut di atas semoga mempunyai manfaat bagi institusi internal dan jajaran terkait,
masyarakat pecinta pusaka budaya, mahasiswa, pelajar, lembaga swadaya masyarakat, dunia
kepariwisataan, serta masyarakat luas yang membutuhkan. Akhirnya terbitan buletin ini semoga
dapat menambah wawasan dan referensi khazanah pustaka kebudayaan pada umumnya. Terima kasih

atas perhatiannya dan selamat membaca.

(Redaksi Narasimha)
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Catatan Redaksi:

Peranan Kaum Intelektual dalam Pelestarian :

Sebuah Tantangan

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa aspek pelestarian dan pemanfaatan pusaka budaya
atau warisan budaya bangsa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Pusaka budaya harus
dilestarikan dan diselamatkan dari ancaman kerusakan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
masa kini dan masa akan datang. Pusaka budaya tersebut tidak hanya bermanfaat untuk “menghidupi
dirinya sendiri” tetapi juga masyarakat dan lingkungannya. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan
apabila dilakukan dengan berlebihan atau tidak terkontrol dapat pula mengancam kelestarian serta
keselamatannya dan pada gilirannya akan merugikan warisan pusaka budaya itu sendiri. Jika yang
terjadi demikian pusaka budaya tersebut akhirnya akan berubah bentuk dan bahkan dapat merusak
konteks kebudayaannya. Akhirnya, berdampak bahwa pusaka budaya yang ada tidak dapat menghidupi
dirinya sendiri bahkan masyarakat lingkungan sekitarnya.

Konflik kepentingan dalam pemanfaatan pusaka budaya adalah keniscayaan yang tidak dapat
dihindari. Berbagai benturan kepentingan dalam pemanfaatan akan terjadi, baik antarlembaga,
antarmasyarakat, ataupun antarmasyarakat dengan lembaga. Di sinilah, diperlukan kesamaan
pandangan dan kesamaan pemahaman terhadap aspek pemanfaatan yang berwawasan pelestarian.
Aspek pemanfaatan ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan harus
mendukung pada usaha pemeliharaan dan pelestarian. Kepentingan yang satu tidak boleh
mendominasi kepentingan yang lain. Dengan demikian, harus disadari bahwa pemanfaatan pusaka
budaya sebagai sebuah sumberdaya budaya harus dilakukan terkontrol dan semua kepentingan harus
dalam keseimbangan serta keselarasan.

Oleh karena itu, pemanfaatan warisan budaya harus tetap mengacu pada usaha pelestarian yakni
pemanfaatan yang berwawasan pelestarian. Pada dasarnya upaya tersebut ditegaskan dan diatur
dalam pasal 2 UURI No. 5 Tahun 1992 yaitu “Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan
melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional”. Pada dasarnya untuk
mendukung kemajuan kebudayaan nasional, maka upaya pelestarian pusaka budaya harus dilakukan
secara menyeluruh dan melalui suatu proses yang berkelanjutan. Perlu ditegaskan bahwa misi
pelestarian, penyelamatan, dan pemeliharaan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah
saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, kalangan perguruan tinggi,
lembaga-lembaga tertentu, dan masyarakat secara luas (stakeholders). Upaya yang dilakukan tentunya
harus tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional.
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Masyarakat intelektual sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan juga harus melibatkan
diri, baik langsung atau tidak langsung terhadap usaha penyelamatan pusaka budaya yang ada.
Berbagai usaha dan upaya yang dilakukan tersebut di atas harus membangkitkan apresiasi kepada
masyarakat luas. Proses pendidikan kepada masyarakat merupakan bagian untuk membentuk sikap
apresiatif terhadap pusaka budaya dan itu perlu terus dilakukan melalui berbagai cara dan media.
Melalui pendekatan edukatif diharapkan dapat dibentuk sikap dan komitmen untuk memelihara dan
melestarikan pusaka budaya yang ada agar dapat dimanfaatkan dan mempunyai arti penting bagi
bangsa.

Masyarakat intelektual harus menjadi contoh bagi masyarakat umum dan berada di baris depan
dalam gerakan moral menyelamatkan pusaka budaya demi kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Mengapa masyarakat intelektual ditantang untuk menjadi motor gerakan ini? Perlu diketahui,
bahwa kaum intelektual adalah kelompok cerdik pandai atau kaum terpelajar dan berpikiran jernih
berdasarkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, mereka mempunyai kecerdasan tinggi, bersifat
kecendekiawanan serta mempunyai totalitas dalam kesadaran yang menyangkut pemikiran serta
pemahaman dalam berbagai hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu, kaum intelektual
ditantang untuk selalu mempunyai komitmen, bersikap independen, bebas tekanan, dan konsisten
memberikan kontribusi signifikan di dalam upaya pelestarian pusaka budaya bangsa.

Pusaka budaya lokal kita pada dasarnya juga dapat mempunyai arti atau nilai penting bagi
kepentingan nasional bahkan internasional. Terkait eksistensi budaya lokal, ada pepatah mengatakan
bahwa kita semua tetap harus berperilaku atau berkepribadian lokal tetapi dapat berfikir secara global
(act locally think globally). Kita semua dapat mulai berpijak dari yang lokal kemudian menuju
wawasan global atau universal. Lebih baik menyelamatkan budaya lokal untuk kepentingan global
daripada mementingkan kepentingan global tetapi membahayakan yang lokal. Sangat ironis apabila
masyarakat intelektual yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Esa justru
menjadi penyebab hancurnya pusaka budaya bangsa. Kita semua patut merenungkan kata-kata ajakan
“Learning the past to improve the future”. Maksudnya bahwa kita semua terlebih kaum intelektual
harus mampu belajar dari apa yang telah terjadi pada masa lalu, untuk menyongsong dan mengolah
masa depan untuk kehidupan lebih baik. Di sisi lain, kaum intelektual hendaknya juga harus terus
berbuat nyata dan tertantang, sekecil apa pun nilai kontribusinya untuk berpartisipasi aktif dalam
upaya pelestarian pusaka budaya khususnya dan pembangunan budaya bangsa pada umumnya.
Sekecil apapun daya upaya kalau hal itu dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten akan
mempunyai arti penting bagi masyarakat luas. Relevan dengan permasalahan tersebut, kata-kata bijak
Mahatma Gandhi perlu juga kita renungkan bersama, “What you do is of little significance. But it is
very important that you do it.”

(Redaksi Narasimha)
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PERAN MASYARAKAT INTELEKTUAL
DALAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA LOKAL

Oleh:

Timbul Haryono *

“Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang
terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991, menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab
itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan
bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia, . . . .” (Supardi, 2003:117).

Kutipan rumusan Kongres Kebudayaan Tahun 1991

Di dalam kutipan tersebut di atas secara jelas
diamanatkan kepada masyarakat bahwa kebudayaan
Indonesia harus tetap dipelihara agar bisa
dikembangkan dan pengembangannya adalah untuk
kemanfaatan masyarakat. Oleh karena itu, peran
serta masyarakat sangat diperlukan dalam usaha

penyelamatan dan pelestarian warisan budaya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah
negara yang multietnis dan multikultural. Keadaan
seperti tersebut merupakan modal dasar bagi bangsa
Indonesia. Pada masa lalu para ahli berpendapat
bahwa wilayah Asia Tenggara dipandang sebagai
wilayah yang pasif dan masyarakatnya kurang
kreatif: “. . . the autochtonous people of Indochina
seem to have been lacking in creative genius and
showed little aptitude for making progress without
stimulus from outside ”(Coedés, 1962:13). Bahkan
ahli geografi seperti Charles A. Fisher melihat
wilayah Asia Tenggara hanya sebagai “the meeting
ground of cultural influences from India and China”
(Fisher, 1964:81). Bagaimanakah halnya dengan
wilayah Indonesia sekarang ini?

Didalam Era Global ketika interaksi kebudayaan
antarbangsa semakin intensif, maka sangat diperlukan
ketahanan budaya yang tangguh. Bagi bangsa
Indonesia, kekayaan aneka ragam kebudayaan

merupakan ‘soft power’ untuk bersaing dengan

bangsa lain. Meskipun demikian, perlu disadari

bahwa interaksi kebudayaan antarbangsa yang
semakin intensif apabila tidak terkendalikan dapat
berakibat mengancam keselamatan dan kelestarian
warisan budaya. Agen penyebab kerusakan atau
ancaman keselamatan kebudayaan yang bersifat
‘tangible’ dan ‘intangible’ adalah: peristiwa alam
(natural disaster), aktivitas binatang, serta aktivitas
manusia. Di antara ketiga agen tersebut, manusialah
yang paling banyak bertanggung jawab terhadap

ancaman keselamatan kebudayaan.

Berdasarkan pengamatan selama ini, masih
sering kali terjadi bahwa kerusakan atau ancaman
keselamatan terhadap warisan budaya kita justru
disebabkan oleh bangsa kita sendiri yang kurang
memahami betapa pentingnya peran kebudayaan
dalam pembentukan ketahanan budaya. Sangat ironis
dan memprihatinkan bahwa beberapa peristiwa yang
mengancam kelestarian dan keselamatan warisan
budaya justru dilakukan oleh sebagian masyarakat
yang bisadigolongkan sebagai masyarakat intelektual,
masyarakat yang terdidik dan lebih paham peraturan

perundang-undangan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Barangkali ada
beberapa faktor yang mendorong mengapa sebagian
masyarakat intelektual masih melakukan hal yang

demikian. Mungkin mereka memang benar-benar
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tidak atau kurang memahami betapa pentingnya fungsi
budaya lokal dalam membentuk kesatuan bangsa.
Faktor lain barangkali karena aspek kepentingan
yang lebih berorientasi kepada kepentingan ekonomi.
Artinya, ketika mereka melihat kebudayaannya
sendiri, yang ada di dalam pikiran adalah keuntungan
material apa yang diperoleh dari kebudayaan yang
dimaksud. Padahal, kalau dicermati kebudayaan
lokal memiliki peran penting dalam aspek edukasi,
ideologi, serta ekonomi.

Pengertian dan Pemahaman

Kebudayaan lokal dapat disamakan dengan
‘local genius’, suatu istilah yang mula pertama
dicetuskan H. G. Quaritch Wales dalam makalahnya
berjudul “The Making of Greater India: A Study
of South East Asian Culture Change” (Wales,
1948). Tulisan tersebut kemudian ditanggapi oleh
sarjana Belanda bernama F.D.K Bosch (1952).
Yang dimaksud dengan istilah ‘local genius’ adalah
kemampuan kebudayaan setempat (lokal) dalam
menghadapi pengaruh kebudayaan asing ketika kedua
kebudayaan tersebut saling berhubungan. Penggagas
istilah tersebut mendefinisikan local genius sebagai
‘keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki
bersama oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil

pengalaman mereka di masa lampau’.

Pengertian local genius disamakan dengan
istilah yang dewasa ini terkenal dengan ‘cultural
identity’ yang kemudian diartikan sebagai identitas
atau kepribadian budaya suatu bangsa. Dengan
kepribadian budaya yang kuat mengakibatkan
bangsa yang bersangkutan menjadi lebih mampu
menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan
yang datang dari luar wilayah sendiri sesuai dengan
watak dan kebutuhan pribadinya (Soebadio, 1986).
Kemampuan menyerap dan mengolah kebudayaan
asing telah dimiliki oleh nenek moyang ketika pada
saat kebudayaan di nusantara berkontak dengan
kebudayaan asing yang berasal dari India dan Cina

pada awal abad ke-6 sampai abad ke-15. Kebudayaan

kita pada masa itu bukan semata-mata sebagai
‘recipient culture’ yang pasif dan hanya pasrah saja
terhadap pengaruh kebudayaan asing, akan tetapi
tetap aktif dan selektif menerima unsur-unsur yang
berasal dari luar. Unsur-unsur kebudayaan asing
hanya merupakan sebuah lapisan tipis di luar dan
bagian dalamnya secara substansial tetap kebudayaan
asli (Leur, 1955).

Permasalahan cultural identity pada mulanya
berkembang di Jerman sekitar abad ke-19. Kemudian
berkembang ke luar wilayah Eropa termasuk di
Asia Tenggara ketika beberapa negara di Asia
Tenggara dalam penjajahan bangsa barat. Ketika
Indonesia hidup dalam panjajahan, bangsa kita selalu
dipengaruhi untuk lebih mementingkan kebudayaan
bangsa penjajah daripada kebudayaannya sendiri.
Bahkan,
menganggap kebudayaan sendiri

bangsa yang dijajah dipaksa untuk
lebih rendah,
lebih hina, dan kurang bernilai bila dibandingkan
dengan kebudayaan bangsa penjajah. Julius
Nyerere (sebagaimana dikutip Soebadio, 2006:20)
menyatakan “Of all the crimes of colonialism there
is none worse than the attempt to make us believe we
Kita

harus sadar bahwa, bagaimana pun juga, penjajahan

had no indigenous culture of our own . . . .".

di bidang kebudayaan lebih kejam akibatnya daripada

penjajahan di bidang ekonomi.

Pengertian atau definisi ‘kebudayaan’ telah
banyak dikupas maksud dan isinya oleh para
ahli. Salah satu di antaranya, D.L.Clarke (1968)
menyatakan bahwa ‘culture consists of learned modes
of behaviour and its material manifestations, socially
transmitted from one generation to the next and from
one society or individual to another”. Jika demikian
halnya, maka sebagaimana dikatakan oleh Lyndel V.
Prott dan P.J.O’Keefe (1984) yang termasuk di dalam
pengertian ‘warisan budaya’ (cultural heritage) adalah
telah terjadinya transformasi dalam dimensi waktu
dan dimensi ruang. Warisan budaya tersebut dapat
berwujud sejumlah kegiatan dan objek (benda) hasil
kegiatan yang telah dilakukan oleh nenek moyang
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di masa lampau dan kemudian ditransformasikan
kepada generasi berikutnya sampai sekarang dan
masih dilestarikan keberadaannya. Secara implisit, di
dalam istilah ‘heritage’ termasuk juga gagasan atau
ide yang kita hargai dan kita selamatkan (Prott dan
O’Keefe, 1984:7; Howard, 2003). Dengan demikian,
maka yang termasuk di dalam warisan budaya
adalah benda-benda budaya bergerak (seperti karya
seni, benda-benda buatan manusia masa lampau),
benda budaya tak bergerak (gedung, candi, dan situs)
yang bersifat ‘tangible’ dan warisan budaya yang
‘intangible’ (ritual, tradisi, adat-istiadat, folklor).

Sebagai warisan berarti telah terjadi proses
transmisi secara vertikal dan transmisi horizontal.
Sudah barang transmisi

tentu, selama proses

tersebut dapat terjadi perubahan karena pada
hakikatnya kebudayaan bersifat dinamis sesuai
dengan jiwa zaman. Kecepatan perubahan budaya
pada setiap zaman tidak sama. Pada masa lampau,
perubahan budaya begitu lambat karena faktor-
faktor penyebabnya tidak begitu kompleks. Namun,
akhir-akhir ini perubahan budaya terasa begitu cepat
sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Apabila perubahan budaya yang begitu
cepat tidak diantisipasi dan tidak dihadapi dengan
ketahanan budaya yang tangguh, dikhawatirkan
cepat atau lambat warisan budaya kita lambat laun
menjadi tinggal kenangan saja.

Perubahan kebudayaan yang begitu cepat juga
menghasilkan berbagai inovasi yang mungkin muncul
di tengah peradaban manusia. Perlu diketahui bahwa
bahwa paling tidak ada 4 faktor untuk terjadinya suatu
inovasi, yaitu: sumberdaya (resources) baik sumber
daya manusia maupun sumbardaya alam, tingkat
kepandaian (genius), kebutuhan (need), serta waktu
atau peluang (opportunity) (Dixon, 1928). Sumber
daya manusia saja tidaklah cukup jika sumber daya
tersebut tidak memiliki keterampilan dan kepandaian
(genius). Demikian pula, masyarakat yang cukup
‘genius’ pun belum menjamin bakal terjadi inovasi

jika mereka tidak memerlukan atau tidak memiliki

kebutuhan. Selanjutnya, sekali pun ketiga faktor
tersebut memenuhi persyaratan, dalam arti bahwa
sumber daya cukup, mereka juga terampil dan cakap,
mereka juga merasa perlu, tetapi tidak ada waktu
atau kesempatan berinovasi, maka inovasi juga tidak

terjadi.

Menurut Konvensi Warisan Dunia — UNESCO
yang dapat dimasukkan ke dalam ‘warisan budaya’
adalah sebagai berikut.

(a) Bangunan: hasil karya arsitektur, karya
monumental atau karya seni, bagian dari
suatu struktur benda purbakala, prasasti, gua
tempat permukiman atau kombinasi fitur,
yanag memiliki nilai universal bagi sejarah,

kebudayaan atau ilmu pengetahuan.

(b) Kelompok bangunan: sekelompok bangunan
baik terpisah maupun bangunan yang saling
berhubungan beserta situsnya, yang memiliki
nilai universal bagi sejarah, kebudayaan atau

ilmu pengetahuan.

(c)  Situs: hasil karya manusia atau yang bersifat
alami, dan areal termasuk dalam hal ini
adalah situs purbakala yang memiliki nilai
universal dari segi sejarah, kebudayaan atau

ilmu pengetahuan.

Selain istilah ‘warisan budaya’ juga ada istilah

‘warisan alam’ (natural heritage) yaitu :

(a) Dbentuk alam yang meliputi fisik maupun
biologis atau sekelompok bentukan tersebut
yang mempunyai nilai universal dari segi
keindahan atau ilmu pengetahuan;

(b) bentuk geologi atau fisiografi yang
mempunyai jenis binatang atau tumbuh-
tumbuhan yang terancam dan mempunyai
nilai universal dari segi ilmu pengetahuan

atau konservasi;

(c) kawasan alam yang mempunyai nilai

universal dari segi ilmu pengetahuan,

konservasi atau keindahan alam.
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Sejalan dengan pengertian tersebut, di dalam
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB)
juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda
cagar budaya adalah pasal 1 ayat (1) :

a. Benda buatan manusia, bergerak atau
tidak bergerak yang berupa kesatuan atau
kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-
sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa
gaya yang khas dan mewakili masa gaya
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi

sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan.

Situs juga menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari benda budaya karena menurut pasal 1 ayat
(2). ‘Situs’ adalah lokasi yang mengandung atau
diduga mengandung benda cagar budaya termasuk
lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Pentingnya nilai warisan telah
dinyatakan di dalam berbagai rekomendasi UNESCO
seperti Recommendation on International Principles
Applicable to Archaeological Research (1956),

Recommendation on the Means of Prohibiting

budaya

and Preventing the lllicit Export, Import and
Transfer of Ownership of Cultural Property (1964),
Recommendation Concerning the Preservation
of Cultural Property Endangered by Public or
Works (1968,) dan Recommendation

Concerning the International Exchange of Cultural

Private

Property (1976). Meskipun manusia atau kelompok
masyarakat dipisahkan oleh batas-batas geografis,
bahasa, sejarah, tetapi prestasi intelektual manusia
memberikan jalan penghubung di antara mereka.
Oleh karena itu, benda-benda hasil karya manusia
yang
kepandaian manusia harus dihargai.

menggambarkan  pencapaian  tertinggi

Penghargaan terhadap warisan budaya sangatlah
penting bukan saja  karena bermanfaat untuk
pemahaman terhadap budaya bangsa lain tetapi juga
memberikan sumbangan pada tumbuhnya identitas
nasional. Kebanggaan kultural merupakan masalah
penting bagi kepribadian suatu bangsa: “Pride in
Culture is an Important Facet of Their Personality”

(Prott dan O’Keefe, 1984:9).

Di dalam Pembukaan Rekomendasi UNESCO
1968 ditegaskan:

“... cultural property is the product and witness
of the different traditions and of the spiritual
achievements of the past and is thus an essential
element in the personality of the peoples of the
world . . . it is indispensable to preserve as
much as possible, according to its historical
and artistic importance, so that the significance
and message of cultural property become a part
of the spirit of peoples who thereby may gain
consciousness of their own dignity . . . .” (Prott
dan O’Keefe, 1984:9; Pearson & Sullivan,
1995:13 cetak tebal oleh penulis).

Warisan budaya menjadi sumber inspirasi yang
penting sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi
UNESCO tahun 1968: “Contemporary civilization
and its future evolution rest upon, among other
elements, the cultural traditions of the peoples . . . .
“. Warisan budaya (dan termasuk pula warisan alam)
adalah aset yang tidak ternilai harganya dan bersifat
tak terbarui (nonrenewable), tidak hanya penting
bagi negara pemilik tetapi juga bagi seluruh umat
manusia.

Melalui WorldHeritage Centre(WHC), UNESCO
menangani masalah-masalah yang berhubungan
dengan warisan dunia. Dalam pelaksaanannya, WHC
dibantu oleh badan internasional seperti International
Council on Monuments and Sites (ICOMOS),
International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN), International Centre for
the Study of Preseration and Restoration of Cultual

Proverty ICCROM).
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Beberapa warisan budaya lokal yang terdapat
di Indonesia telah mendapat pengakuan UNESCO.
Misalnya, Kompleks Candi Prambanan terdaftar
sebagai warisan dunia dengan nomor 642 tahun
1991, Candi Borobudur dengan nomor C 592
tanggal 13 Desember tahun 1991, seni pertunjukan
wayang diakui oleh UNESCO sebagai karya agung
Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of
Humanity pada tanggal 7 November 2003. Kemudian
keris juga telah ditetapkan sebagai Masterpiece of
the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada
25 November 2005. Kitab Nagarakertagama karya
Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit
terdaftar di dalam memory of the world, dan kini
adalah
demikian menjadi jelas bahwa warisan budaya lokal

sedang diusulkan ‘Lagaligo’. Dengan
yang dimiliki bangsa Indonesia, akhirnya juga diakui

oleh dunia.

Untuk menjadi warisan dunia, sebuah jenis
kebudayaan harus memenuhi beberapa kriteria dan
proses yang cukup ketat. Kriteria tersebut adalah
(Arief Rachman, 2003) berikut ini.

(1) Merupakan masterpiece karya manusia.

(2) Memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam hal
perkembangan arsitektur dan teknologi, seni

bangunan.

(3) Memiliki keunikan bagi tradisi budaya atau
bagi peradaban baik yang masih bertahan
maupun yang telah hilang.

(4) Merupakan contoh yang sangat menonjol
tipe bangunan atau rangkaian arsitektural dan
teknologi atau lanskap yang menggambarkan

tahap penting di dalam sejarah manusia.

(5) Merupakan contoh penting pemukiman
tradisional atau penggunaan lahan yang
merupakan representasi kebudayaan masa
lampau khususnya ketika menjadi mudah
‘rusak’ akibat dampak perubahan yang tak
terelakkan.

(6) Secara langsung atau nyata-nyata berkaitan

dengan suatu peritiwa atau tradisi yang
masih hidup, dengan kepercayaan, dengan
karya artistik karya literer yang secara

universal sangat menonjol.
(7) Memiliki otentisitas sebagai warisan budaya.

Setiap negara memiliki warisan budaya yang
menjadi kebanggaan nasional. Dengan demikian,
negara yang bersangkutan wajib melindungi dan
menjaganya. Di setiap daerah pun masyarakat
setempat (masyarakat lokal) memiliki warisan
budaya yang menjadi kebanggaan mereka. Oleh
karena itu, sudah seharusnya kalau mereka harus

menjaga warisan budaya lokal dari kerusakan.

Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
menjadi isu penting bagi pewarisnya karena warisan
budaya memiliki keterbatasan. Keterbatasan
tersebut adalah terbatas dalam jumlah (finite), tak
terbarui (nonrenewable), tak mudah atau tak dapat
dipindahkan, mudah menjadi rapuh (vulnerable/
fragile). Memang, berdasarkan pengalaman selama
ini, warisan budaya itu mengalami bahaya baik oleh
ulah manusia maupun karena peristiwaalam. Terlebih-
lebih jika warisan budaya itu dalam klasifikasi
benda yang mudah dipindahkan (movable object).
Menyadari akan hal ini maka di dalam rekomendasi
UNESCO 1978 tentang Recommendation for the
protection of movable cultural property (pasal 9)
secara tegas dinyatakan bahwa perlindungan dan
pencegahan dari segala risiko kerusakan adalah lebih
penting daripada pemberian kompensasi dalam hal
kerusakan atau kehilangan, karena tujuan utamanya
adalah melindungi warisan budaya bukan mengganti
dengan sejumlah uang terhadap benda yang memang

‘tak tergantikan’ (irreplacable).

Masa depan warisan budaya adalah di tangan
generasi muda maupun di tangan masyarakat baik
masa kini maupun masa akan datang secara umum.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat di dalam

kegiatan preservasi warisan budaya harus didorong
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melalui proses pendidikan agar mereka peduli
terhadap warisan budaya. Kaum generasi muda
memikul tanggung jawab yang berat tetapi mulia
terhadap penyelamatan budaya demi keselamatan
bangsa: ‘The future of humankind's irreplacable
world heritage is in the hands of the young people of
today and tomorrow’ (Arief Rachman, 2003). Masih
banyak yang berpendapat bahwa mempelajari masa
lampau berarti kemunduran. Pendapat tersebut tidak
tepat dan tidak benar. Menengok masa lalu bukan
berarti kita menjadi mundur, tetapi ‘We can learn

from the past to improve the future * (Little, 2002:10).

Masa lampau harus diyakini sebagai bagian
dari masa kini. Masa lampau adalah sebuah arsip dan
apabila kita kehilangan arsip maka — leaving humanity
in danger and jeopardizing its future’ — demikian
kata E. Linden (1991:46). Pada masa kini, kita
perlu menengok masa lampau untuk merencanakan
masa depan. Jangan sampai kita mengulangi
kesalahan sama yang telah dilakukan di masa lalu.
Tanpa bercermin ke masa lalu, bisa jadi kita akan

‘Kesandhung ing rata kebentus ing tawang’.

Penyelamatan dan Pemanfaatan

Penyelamatan dan pemanfaatan merupakan dua
hal yang tidak terpisahkan. Warisan budaya harus
dilestarikan dan diselamatkan dari kerusakan agar
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa kini
dan masa akan datang. Namun harus disadari bahwa
pemanfaatan dapat pula mengancam kelestarian
serta keselamatan budaya dan pada gilirannya akan
merugikan warisan budaya itu sendiri. Jika terjadi
demikian, warisan budaya akhirnya juga tidak dapat

dimanfaatkan.

Oleh karena itu, pemanfaatan warisan budaya
harus tetap mengacu pada usaha pelestarian yakni
pemanfaatan yang berwawasan pelestarian. Di dalam
usaha pelestarian tersebut sebenarnya terkandung
perlindungan  dan

pemeliharaan  sebagaimana

diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995
pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Penyelamatan
dan pengamanan dilakukan untuk mencegah
kerusakan benda cagar budaya karena faktor alam
dan/atau manusia yang mengakibatkan berubahnya
keaslian dan nilai sejarah benda cagar budaya. Di
dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 1992 dinyatakan
bahwa: “Perlindungan benda cagar budaya dan
situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya
untuk memajukan kebudayaan nasional”. Lebih
lanjut di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/U/1995
tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan
Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs
pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa pemanfaatan
hanya diberikan untuk kepentingan: agama, sosial,
pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan/atau
kebudayaan, dan penggandaan; dengan catatan bahwa
pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pariwisata,

dan pendidikan harus dengan izin.
R.S. Dickens dan C.E. Hill mengatakan:

“We must preserve the resource if we are
to benefit from it, we must study if we are to
understand what benefits can be, and we must
translate the knowledge we gain to the public
at large. After all, it is with the public that the
process begins, and it is with them that it all
must ultimately be fulfilled” (dalam Mayer-
Oakes, 1990).

Preservasi warisan budaya adalah suatu proses
yang terus menerus. Perlu ditegaskan bahwa tugas
pelestarian, penyelamatan, dan pemeliharaan bukan
semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah
saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, lembaga-lembaga tertentu, dan
masyarakat sebagai stakeholders dengan tetap
mengacu pada peraturan dan perundang-undangan
internasional nasional.

maupun Masyarakat

intelektual sebagai bagian dari masyarakat secara
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keseluruhan juga harus melibatkan diri baik langsung
atau tidak langsung terhadap usaha penyelamatan

warisan budaya lokal.

Warisan budaya dapat dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan tertentu seperti kepentingan
agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan. Pemanfaatan tetap
harus memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian.
Pemanfaatan warisan budaya tidak dapat dilakukan
dengan cara yang bertentangan dengan upaya
perlindungan dan tidak dapat dilakukan dengan cara
yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan

pribadi dan/atau golongan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak
melaksanakan pembangunan fisik yang berupa
gedung atau bangunan lainnya. Dalam kaitannya
dengan penyelamatan warisan budaya, pembangunan
fisik

keselamatan warisan budaya itu sendiri. Hal ini

yang bersifat tidak boleh mengancam
dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor 063/U/tahun 1995 pasal 16 ayat (1)
bahwa setiap rencana keberadaan pembangunan yang
dapat mengancam keberadaan benda cagar budaya
dan/atau situs yang mengakibatkan tercemarnya,
pindahnya, berubahnya, musnahnya, atau hilangnya
nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan,
pengelola rencana pembangunan dimaksud wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri u.p.
Direktur Jenderal.

Secara garis besar, ada beberapa kepentingan
dalam pemanfaatan warisan budaya, antara lain,
kepentingan ideologi, kepentingan edukasi, dan
kepentingan ekonomi. Dalam kepentingan ideologi,
warisan budaya pada prinsipnya adalah kebanggaan
masyarakat. Warisan budaya menjadi acuan
bagi kebersatuan dan kebersamaan dan bahkan
diharapkan dapat menjadi media pemersatu. Konflik-
konflik yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini

mestinya diselesaikan dengan pendekatan budaya
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bukan dengan pendekatan politik atau pendekatan
kekuasaan.

Kebanggaan masa lampau menjadi milik
bersama masyarakat dengan tidak memandang suku,
golongan atau agama. Kebanggaan tersebut tidak
cukup hanya dinyatakan dengan kata-kata tetapi
harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Jangan
sampai ancaman kerusakan warisan budaya justru
muncul dari kita sendiri terlebih-lebih kita sebagai
masyarakat intelektual. Masyarakat intelektual
hendaknya menjadi pelopor dan menjadi acuan dalam

hal penyelamatan dan pemanfaatan warisan budaya.

Dalam aspek edukasi, warisan budaya sangat
bermanfaat bagi pendidikan bangsa. Di dalam Candi
Borobudur dan Candi Prambanan misalnya, tersimpan
sumber acuan atau sumber informasi bagi dunia ilmu
pengetahuan berbagai disiplin: seni lukis, arsitektur,
geologi, geografi, ilmu lingkungan hidup, teknologi,
dan lain-lain. Dalam pemanfaatan yang lain, warisan
budaya sangat penting untuk pendidikan moral atau
pendidikan budi pekerti.

Dalam kepentingan ekonomi, keberadaan
warisan budaya akan dapat menunjang perkembangan
ekonomi. Perkembangan kepariwisataan sangat erat
dengan perkembangan ekonomi. Sektor pariwisata
telah menjadi andalan dalam pemasukan devisa
negara. Semua itu tidak ada artinya jika keselamatan
warisan budaya tersebut tidak terjaga dengan baik.
Harus disadari pula bahwa pemanfaatan yang
berlebihan atau pemanfaatan yang hanya berorientasi
pada kepentingan ekonomi akan dapat mengancam
atau bahkan merusak kelestarian dan keselamatan

warisan budaya itu sendiri.

Sumber daya budaya dapat dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan, akan tetapi pemanfaatan yang
berlebihan akan dapat mengubah bentuk dan bahkan
dapat merusak kebudayaan. Di dalam Symposium
of International Commitee on Archaeological
Heritage Management (ICAHM) di Stockholm
tahun 1998 dilaporkan oleh ICOMOS bahwa: “The
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archaeological resource can be exploited for variety
of purposes. academic, educational or recreational.
Such uses almost inevitably alter the character of
the site and some times contribute to its site decay
or destruction” (dikutip dari Hari Untoro Dradjat,
1999:4).

Konflik Kepentingan dalam Pemanfaatan

Warisan Budaya

Dengan adanya berbagai kepentingan dalam
pemanfaatan seperti tersebut di atas, dimungkinkan
terjadinya benturan atau konflik kepentingan
antarlembaga, antarmasyarakat, atau antarmasyarakat
1998).

Di sinilah diperlukan kesamaan pandangan dan

dengan lembaga (Daud Aris Tanudirjo,

kesamaan pemahaman terhadap aspek pemanfaatan
yang berwawasan pelestarian. Sektor pemanfaatan
ekonomi harus mendukung pada usaha pemeliharaan
satu tidak
boleh mendominasi kepentingan yang lain. Semua

dan pelestarian. Kepentingan yang

kepentingan harus dalam keseimbangan dan

keselarasan.

dihindari jika
masing-masing pihak yang berkepentingan memiliki

Konflik kepentingan dapat

kesadaran bahwa keselamatan warisan budaya
harus dijaga. Konflik kepentingan dapat dihindari
jika masing-masing menempatkan keselarasan dan
keseimbangan dalam kepentingan. Pihak yang satu
tidak perlu merasa lebih penting daripada pihak yang
lain (Haryono, 1999; 2003; 2005).
dalam aspek edukasi jangan sampai merugikan

Pemanfaatan

pemanfaatan dalam aspek ekonomi, demikian
pula sebaliknya pemanfaatan untuk kepentingan
ekonomi jangan merugikan kepentingan edukasi atau

kepentingan yang lain.

Pelestarian dan penyelamatan warisan budaya
harus dilakukan secara komprehensif dan bersifat
holistik dalam artian melibatkan semua pihak yang
terkait secara koordinatif sesuai dengan bidang

keahliannya dan kompetensinya. Pelestarian dapat
dilakukan secara fisik dan nonfisik. Secara fisik
pelestarian melibatkan tindakan konservasi terhadap
bangunan dan situsnya oleh ahli di bidangnya.
Secara nonfisik, pelestarian dapat dimulai dengan
kita
budaya. Rasa memiliki (rasa handarbeni) perlu terus

meningkatkan apresiasi terhadap warisan
ditanamkan di hati melalui proses pendidikan baik

formal maupun nonformal.

Seorang ahli pendidikan mengatakan bahwa
pendidikan warisan budaya dan warisan alam bukan
hanya membantu generasi muda untuk menghargai
hasil prestasi nenek moyang, tetapi juga mengajak
mereka secara aktif untuk menjaga warisan budaya
dari kerusakan. Demikian pula melestarikan warisan
budaya secara fisik berarti juga melestarikan warisan

budaya yang bersifat nonfisik.

”In educating the world cultural and natural
heritage is not only to help young people to
appreciate the remarkable achievement of
the past but to teach them how to participate
actively in safeguarding them so that they could
contribute to the forging of a better common
future. The task of preserving our tangible
world heritage of our ancestors extend far
beyond the simple preservation of landscape
and monuments. By preserving our tangible
world heritage, we can contribute also to the
preservation of the world’s intangible and its
ethical heritage” (Arief Rachman, 2003).

Pendidikan adalah proses yang panjang.
Secara bertahap peserta didik harus ditanamkan dan
ditumbuhkan kesadaran memiliki warisan budaya
dengan proses ‘tepung — dunung - srawung’ secara
apresiatif dan benar. Tahap pertama adalah ‘tepung’
yang berarti kenal maksudnya bahwa masyarakat
perlu diberi penjelasan agar kenal terhadap warisan
budayanya sendiri. Dengan demikian, jika tahap ini
sudah dilaksanakan, masyarakat akan ‘dunung’ atau

paham secara lebih dalam akan makna budaya lokal.
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Pepatah mengatakan ‘Tak kenal maka tak sayang’.
Pada akhirnya setelah dunung adalah tahap srawung.
Tahap srawung yaitu tahap pelaksanaan operasional
yaitu dekat dengan budayanya sendiri dan dapat
memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
Srawung yang sudah dilandasi fepung dan dunung,
akan berdampak positif sehingga masyarakat benar-
benar merasa sadar bahwa budaya lokal adalah
bagian dari kehidupan mereka itu sendiri yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Srawung
tanpa didahului oleh tepung serta srawung yang tidak
dunung cukup berbahaya.

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini, perlu sekali lagi
ditegaskan bahwa penyelamatan dan pelestarian
warisan budaya lokal perlu dilaksanakan secara
komprehensif dan bersifat holistik. Masih lebih baik
dimulai dari berpikir lokal untuk kepentingan global
daripada berpikir global tetapi melupakan yang lokal.
Mari kita awali dari lokal untuk kemudian menuju
ke global. Masing-masing pihak yang terkait harus
memiliki komitmen bersama dan menyeimbangkan
serta menyelaraskan kepentingan dalam pemanfaatan
warisan budaya. Pemanfaatan warisan budaya lokal
harus berorientasi pada usaha penyelamatan dan
pelestarian sehingga dampak negatif pemanfaatan

dapat dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi.

Proses pendidikan kepada masyarakat untuk
membentuk sikap apresiatif terhadap warisan budaya
perlu terus dilakukan melalui berbagai cara dan
media. Melalui pendekatan edukatif diharapkan dapat
dibentuk sikap dan komitmen untuk memelihara
dan melestarikan warisan budaya lokal agar dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Masyarakat intelektual harus menjadi contoh
bagi masyarakat umum. Saya mengajak masyarakat
intelektual untuk berada di baris depan dalam

gerakan moral menyelamatkan budaya lokal demi
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kepentingan nasional. Kita mulai dari lokal menuju
global. Lebih baik menyelamatan budaya lokal untuk
kepentingan global daripada mementingkan global
tetapi membahayakan yang lokal. Adalah sangat
ironis jika masyarakat intelektual yang diberikan
anugerah ilmu pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha
Kuasa justru menjadi penyebab hancurnya budaya
bangsa.
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UPAYA PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh:

Djoko Dwiyanto *

L Pengantar

Seperti diketahui bahwa jejak-jejak kehidupan
manusia Indonesia masa lalu memiliki rentang waktu
yang sangat panjang, bahkan permah mencapai
puncak kejayaannya sehingga sering disebut sebagai
masa klasik di Indonesia. Pada masa klasik ini
telah dilahirkan berbagai karya seni yang tidak saja
memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga memiliki
kemampuan teknologi tinggi, serta simbol-simbol
religiusitas yang tinggi pula. Dengan demikian
maka hasil karya seni masa klasik di Indonesia
telah menjadi jati diri bangsa dan memiliki nilai
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tetapi,
sesungguhnya kebudayaan bangsa Indonesia tidak
hanya terlihat dari tinggalan-tinggalan masa Hindu
dan Buddha, tetapi jauh sebelum itu ketika manusia
belum mengenal tulisan, di Nusantara ini juga
menunjukkan tingginya tingkat budaya manusianya.
Tinggalan-tinggalan itu niscaya merupakan bukti
nyata dan kasat mata tentang peradaban tinggi
bangsa Indonesia, tetapi tinggalan itu hampir tidak
ada artinya lagi, baik karena hilang dimakan waktu

maupun rusak oleh bencana alam dan ulah manusia.

Demikian pula Yogyakarta sebagai pusat budaya
terkemuka telah memberikan bukti tinggalan sejarah
dan purbakala yang belum cukup lengkap baik dalam
dimensi bentuk (formal), waktu (temporal), maupun
ruang (spasial). Sudah semestinya jika upaya
pelestarian dan perlindungan terhadap tinggalan-
tinggalan itu terus diupayakan agar tidak kehilangan

jejak sejarah dan tinggal menjadi dongeng “‘Tutur
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tinular”. Sebagai contoh adalah tinggalan sejarah
dan purbakala pada masa Islam sebagai bukti-bukti
sejarah masa Mataram Islam, sejak berdirinya
hingga berkembang menjadi Kerajaan Mataram
Islam II. Lokasi
Mataram Islam I itu hingga kini masih memiliki

tempat berdirinya Kerajaan

keunikan dan tidak ditemukan di wilayah lain, yaitu
dikenal dengan kawasan Kotagede. Meski secara
administratif Kotagede saat ini berada di dua wilayah
kabupaten dan kota, tetapi secara keseluruhan masih
menunjukkan adanya satu kesatuan wilayah budaya.
Kawasan Kotagede ini layak mendapat perhatian
yang serius dan memadai dalam upaya pelestarian
dan perlindungan benda (bangunan) cagar budaya.
Oleh karena itu, kawasan ini termasuk wilayah
yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya
berdasarkan Peraturan Daerah DIY nomor 11 tahun
2005. Saat ini wilayah Kotagede dilanda berbagai
persoalan sebagai dampak perkembangan sosial,
ekonomi, budaya, dan politik serta termasuk salah
satu wilayah korban gempa bumi 27 Mei 2006 yang
lalu. Hal-hal inilah yang secara terus menerus harus
terus dicarikan solusi oleh berbagai pihak yang
berkepentingan agar dapat lebih bermanfaat bagi
masyarakat, pemerintah, dan negara.

Di lain pihak implementasi Undang-undang
nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
atau yang dikenal dengan otonomi daerah sebagai
peraturan perundang-undangan yang baru ternyata
tidak memberikan solusi terhadap hal-hal seperti

di atas, bahkan cenderung mempertajam persoalan
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pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Sebagian dari
pimpinan daerah yang merasa memiliki kewenangan
dan dijamin oleh undang-undang telah menetapkan
kebijakan dan mengatur langkah-langkah tata
laksana pemerintahannya sesuai dengan persepsi dan
intepretasi yang dimilikinya. Meskipun sebagian dari
mereka merupakan produk dari sistem pemilihan
kepala daerah yang dianggap lebih demokratis dari
masa sebelumnya, tetapi harus diakui tidak semua
memiliki keterampilan manajerial yang seimbang
dengan kondisi daerah yang dipimpinnya. Beberapa
di antara mereka ada yang berhasil mengoptimalkan
kemampuan yang dimiliki untuk pengembangan
daerahnya, tetapi tidak sedikit yang gagal dan
frustasi sehingga kompensasinya mengarah pada
telah

penyimpangan dari rambu-rambu yang

ditetapkan.

Secara umum dapat diketahui faktor-faktor
yang memengaruhi pelaksanaan otonomi, yaitu
manusia pelaksananya, kondisi keuangan daerah,
ketersediaan peralatan, serta faktor organisasi dan
manajemen (Josef Riwu Kaho, 1988:59). Unsur yang
menonjol dalam faktor manusia pelaksana selain
pimpinan daerah adalah kemampuan pemerintah
dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam
itu  untuk

membangun daerahnya. Sementara

memenuhi  kewenangannya dalam  mengatur
dan mengurus kepentingannya sendiri orientasi
peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menjadi satu satunya pilihan, terutama melalui
sumber pajak daerah. Kebijakan ini sering kali tidak
membuahkan hasil jika berbenturan dengan kebijakan
pemerintah pusat yang terkait langsung dengan harkat
hidup orang banyak, misalnya kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM-termasuk konversi minah
ke gas), Tarif Daya Listrik (TDL), dan rekening
telepon. Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah adalah organsiasi
dan manajemen, terutama struktur dan susunan
organsisasi pemerintahan daerah serta mekanisme
operasionalnya. Di

beberapa daerah sebagian

aparatur pemerintah masih merasa canggung dengan
perubahan tata laksana pemerintahan daerah, yaitu
yang semula sebagai pelaksana pemerintah pusat
di daerah berubah menjadi pengatur dan pengurus
daerahnya sendiri dengan segala konsekuensinya.
Oleh karena itu perlu dikembangkan kreativitas
segenap aparatur pemerintah untuk mencari terobosan

dan inovasi sebagai sarana pengembangan daerah.

Isu-isu seperti di atas secara tidak langsung
akan memengaruhi perubahan kerangka pikir
dalam pembangunan, misalnya penyegaran atas
makna wawasan kebangsaan dan makna tentang
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good
governance and prestigeful). Sementara itu hakikat
otonomi daerah sebenarnya adalah mencakup tiga
hal penting, yaitu good governance, kemandirian,
dan komplementasi, sedangkan good governance
atau pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan
tiga syarat penting yaitu berpihak pada rakyat,
transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal seperti
tersebut di atas sudah barang tentu juga memengaruhi
sistem, cara kerja, dan kinerja para pamong budaya
di berbagai daerah agar dapat menyesuaikan diri

dengan perubahan zaman yang tengah terjadi.

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk diadakan
pengkajian terhadap sistem pengelolaan sumberdaya
budaya (cultural resources management), termasuk
pengelolaan kawasan cagar budaya, dalam rangka
menghadapi era otonomi daerah dan globalisasi
(Djoko Dwiyanto, 1999: 4). Saat ini, lebih kurang
lima tahun terakhir bahkan telah muncul gagasan
yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai bentuk
kegiatan ekonomi yang disebut dengan Industri
Kreatif. Setidaknya ada 14 jenis yang termasuk
dalam kelompok indutri kreatif, yitu arsitektur,
interior disain, kerajinan, benda koleksi seni, nilai
tradisi dan seni pertunjukan, penelitian, publikasi,
media, teknologi komunikasi, fotografi, perfilman,
fashion, musik, dan teknologi interaktif (Wiendu,
2009: hlm. 12).
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Di antara sekian banyak persoalan yang juga
harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah
tentang pelestarian dan perlindungan benda cagar
budaya dan kawasan cagar budaya. Sesuai dengan
amanat undang-undang, sesungguhnya pelestarian
dan perlindungan terhadap berbagai tinggalan budaya
itu wajib dilakukan dan menjadi kewajiban bagi
setiap warga negara. Pelestarian dan perlindungan
dapat dilakukan secara fisik dengan cara memelihara
(preservasi) dan merawat (konservasi), maupun
dengan cara perlindungan hukum untuk mencegah
terjadinya kerusakan terutama oleh ulah manusia.
Pada ranah inilah diperlukan peraturan perundang-
undangan untuk melindungi berbagai tinggalan
budaya, terutama dari perbuatan (ulah) manusia
yang meliputi tinggalan budaya yang berwujud ide/
gagasan atau tata nilai (intangible), maupun yang
bersifat artefaktual (tangibel). Meskipun demikian
dengan perangkat regulasi saja ternyata pelestarian
dan perlindungan BCB dan KCB tidak cukup
memadai, sehingga diperlukan kegiatan nyata yang
dapat mencegah dan melindungi berkurangnya
kualitas dan kuantitas BCB dan KCB itu. Oleh
karena itu, setiap perbincangan (seminar, diskusi,
lokakarya) sebagai upaya penyempurnaan langkah-
langkah nyata pelestarian dan perlindungan dapat
menjadi saluran dan wahana agar dapat ditemukan

solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

II. Peraturan Perundang-undangan tentang
Cagar Budaya

Sesungguhnya peraturan perundang-undangan

yang menyangkut perlindungan benda Cagar
Budaya (BCB) di Indonesia telah tersedia cukup
memadai, mulai dari tingkat UUD sampai peraturan
pelaksanaannya. UUD 1945 pasal 33 ayat (3)
menyebutkan: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa
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bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran
rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Dengan demikian, sangat jelas bahwa dasar
filosofi dan semangat pasal dan ayat ini adalah demi
kemakmuran rakyat dan bukan untuk kemakmuran

orang seorang.

Amanat undang-undang dasar itu kemudian
diterjemahkan ke dalam Undang-undang Republik
Indonesia (UURI) nomor 5 tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (BCB). Undang-undang ini memuat
ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, penemuan,
pencarian,

perlindungan dan  pemeliharaan,

pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
ketentuan pidana. Secara formal undang-undang
ini ditetapkan sebagai pengganti dari Monumenten
Ordonansi  Statsblad 238 tahun 1931 buatan
Pemerintah Hindia Belanda yang dianggap sudah
tidak sesuai dengan jiwa zaman. Namun demikian
setelah berjalan lebih dari sepuluh tahun substansi isi
UU tentang BCB ini pun telah dianggap ketinggalan

zaman, terutama ketentuan tentang sanksi pidana.

Beberapa saat setelah diundangkannya UU
tentang BCB, waktu itu juga telah diikuti dengan
Petunjuk Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 10 tahun 1993 tentang Petunjuk
Pelaksanaan UU tentang BCB. Peraturan Pemerintah
ini mengatur tentang Penguasaan, Pemilikan,
Pendaftaran, Pengalihan, Penemuan dan Pencarian,
Perlindungan dan Pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Pidana.
Secara rinci dan operasional ketentuan dalam PP
ini pun telah diikuti dengan perangkat peraturan
perundangan berupa Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (waktu itu) sebagai petunjuk teknis,

yang terdiri atas:

1. Keputusan Mendikbud nomor 087/P/1993
tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya.

2. Keputusan Mendikbud nomor 062/U/1995
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tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan,
Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau
Situs.

3. Keputusan Mendikbud nomor 063/U/1995
tentang Perlindungan dan Pemeliharaan BCB.

4. Keputusan Mendikbud nomor 064/U/1995
tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar
Budaya dan/atau Situs.

Dengan demikian, sesungguhnya perangkat
lunak yang berhubungan dengan pelestarian,
perlindungan dan pemeliharaan, pengelolaan,
pemanfaatan, bahkan pemilikan dan penguasaan
BCB sudah tersedia cukup memadai. Oleh karena
itu, upaya-upaya atau percobaan untuk mengaburkan
arti kasus-kasus pencurian dan/atau pemalsuan yang
menimpa BCB baik yang berada di lapangan maupun
yang menjadi koleksi museum sesungguhnya sudah
tidak memiliki celah. Negosiasi, tawar menawar,
atau bentuk-bentuk pengaburan makna perlindungan
terhadap benda (dan bangunan) cagar budaya baik
yang berada di lapangan maupun yang menjadi
koleksi museum harus dikenai sanksi dana seperti

tertera dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Adapun ketentuan pidana dimaksud termuat
dalam UU RI nomor 5 tahun 1992 pasal 26, 27,
dan 28. Perbuatan seperti tercantum dalam pasal 26
dan 27 disebut sebagai tindak pidana kejahatan,
sedangkan perbuatan dalam pasal 28 disebut sebagai
tindak pidana pelanggaran. Ketentuan pertama
jika dilakukan dengan sengaja akan memperoleh
sanksi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan
atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah), sedangkan jika seseorang
melakukan pemanfaatan dengan cara penggandaan
tanpa seizin pemerintah akan dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/
atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah). Sekali lagi sanksi pidana di
atas jika diterapkan pada masa sekarang sudah tidak
memiliki makna yang signifikan. Secara kalkulatif

tidak sebanding antara sanksi pidana dan denda yang
dikenakan kepada pelanggar, jumlahnya lebih sedikit
jika dibandingkan dengan ‘harga’ sebuah tinggalan
budaya jika benda itu diperjualbelikan.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat
jarang dijumpai tindak pidana kejahatan maupun
pelanggaran mendapat sanksi yang setara dengan
arti penting suatu BCB. Salah satu sebabnya adalah
kadaluwarsanya (out of date) peraturan perundangan
yang berlaku dan lemahnya penegakan hukum (law
enforcement) terhadap setiap peristiwa hukum yang
menyangkut kejahatan dan pelanggaran terhadap
BCB. Oleh karena itu, secara bertahap sudah
selayaknya Pemerintah segera mengamademen atau
mengganti undang-undang tentang BCB ini agar
tidak ketinggalan zaman, baru kemudian menegakkan
norma hukum yang berlaku agar kekayaan alam dan
budaya yang terkandung dalam bumi Indonesia ini
dapat benar-benar menjadi pokok kemakmuran

rakyat.

Menurut sumber yang sangat terpercaya,
naskah akademik dan draft sudah cukup lama
berada di DPR, tetapi belum masuk dalam agenda
pembahasan. Sudah menjadi pengetahuan umum
bahwa draft undang-undang yang tidak memberikan
keuntungan politik (bagi fraksi/partai politik) tidak
menjadi prioritas pembahasan di DPR. Namun jika
dilihat kenyataan, apakah kalangan DPR dapat ikut
menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa tinggalan
budaya di tanah air? Jawabannya dapat dipastikan
berbunyi “Itu bukan wewenang kami”. Kita semua
berharap bahwa undang-undang tentang Benda Cagar
Budaya yang baru nanti tidak hanya mengubah
secara formal (anatomi) saja, tetapi juga nuansa dan
ruhnya sesuai dengan semangat dan jiwa zaman.
Sekedar ilustrasi berikut disampaikan persandingan
bunyi pasal dan ayat tentang ketentuan pidana dalam
Undang-undang nomor 5 tahun 1992 dengan konsep

perubahannya sebagai berikut.
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UU nomor 5 Tahun 1992

Draft Perubahan UU 5/1992

Pasal 26

Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya
dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan,
mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar,
atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 27

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar
budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya
dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau
dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/
atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

Pasal 28
Barangsiapa dengan sengaja:

a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan,
pengalihan hak, dan memindahkan tempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang
dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan
atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya
atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya
atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang
sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara
penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Pasal 23;

masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-
lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Setiap orang yang merusak cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan
Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama .... tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000
dan paling banyak Rp ...

(2) Setiap orang yang mengambil dan/atau memisahkan
benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya
dari kesatuan atau kelompok atau dari letak asal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama ... tahun dan denda paling
sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan
paling banyak Rp ....

Pasal 37

(1) Setiap orang yang memperdagangkan atau
memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar
budaya, mengubah fungsi benda cagar budaya, situs,
atau kawasan, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1)
huruf ¢ dan d dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 tahun dan paling lama .... tahun dan denda
paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

(2) Setiap orang yang membawa benda cagar budaya ke
luar wilayah Republik Indonesia, membawa benda
cagar budaya dan satu daerah ke daerah lainnya tanpa
izin menteri dan/atau Gubernur/Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a dan
b dan Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana denda
paling sedikit Rp.... dan paling banyak Rp.....

Pasal 38

Setiap orang yang menemukan benda cagar budaya dan/
atau situs dan/atau kawasan tidak melaporkan kepada
instansi terkait paling lambat 14 (empat) belas hari sejak
diketemukannya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)
dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.... dan
paling banyak Rp......

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan benda cagar budaya dan/
atau situs dan/atau kawasan dengan cara penggalian,
penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian
lainnya baik di darat maupun di bawah permukaan air tanpa
izin sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3)
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama ..... tahun dan denda paling sedikit
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
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Pasal 40

Setiap orang yang tidak melaporkan benda cagar budaya
dan/atau situs dan atau kawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp ...

Pasal 41

Setiap orang memanfaatkan benda cagar budaya yang
dikuasai negara dengan cara perbanyakan tanpa ijin izin
menteri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp....

Pasal 42

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah fungsi
pemanfaatan banda cagar budaya, situs, atau kawasan tanpa
izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama.... tahun atau
denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp....

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan izin
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 23, Pasal
25, Pasal 28 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), Pasal 30, Pasal
34 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
ayat (2), Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 44

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dilakukan secara korporasi
pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/
atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan denda paling sedikit Rp.... dan paling
banyak Rp dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat....
dan paling lama.... dan denda paling sedikit Rp..... dan
paling banyak Rp..... dan dicabut izin usahanya.
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III. Implementasi PERDA Nomor 11 tahun 2005

Secara khusus, di wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta telah diterbitkan sebuah
peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan
Daerah, artinya merupakan produk bersama antara
legislatif dan eksekutif, yaitu Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan
Penjelasannya. Pada kenyataannya tentang kawasan
ini memang tidak diliput secara eksplisit dalam UU
RI nomor 5 tahun 1992, padahal kenyataan lapangan
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki
beberapa kawasan cagar budaya yang memang
patut dilindungi. Oleh karena itu, dapat disebut
satu langkah lebih maju untuk mencegah derasnya
“kerusakan” kawasan cagar budaya di wilayah DIY
sambil menunggu terbitnya undang-undang baru
tentang benda cagar budaya. Dengan demikian
semangat diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah
upaya menutup celah yang dimiliki Undang-undang
nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
dalam upaya pelestarian dan perlindungan benda
cagar budaya (termasuk bangunan) dan kawasan
cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara ringkas dapat disampaikan anatomi
Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 sebagai
berikut.

I.  Ketentuan Umum (1 pasal + 2 ayat)
II.  Tujuan dan Lingkup (2 pasal)

III. Penguasaan, Pemilikan, Penemuan, dan
Pencarian (3 bagian + 9 pasal)

IV. Perlindungan dan Pemeliharaan (5 pasal)
V. Pengelolaan (1 pasal + 3 ayat)

VI. Pemanfaatan (5 pasal)

VII. Pengawasan (2 pasal)

VIII. Ketentuan Pidana (4 pasal)

IX. Ketentuan Peralihan (1 pasal + 2 ayat)

X. Ketentuan Penutup (2 pasal)
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Di dalam Peraturan Daerah ini bagian yang berisi
penetapan terdapat dalam Bab I1I Pasal 4 hingga pasal
6. Pasal 4 mengatur tentang indikator penetapan,
pasal 5 mengatur tentang gradasi berdasarkan kriteria
tertentu, dan pasal 6 merekomendasikan pihak-pihak
yang berwenang dan pihak yang mempertimbangkan.
Setelah  berjalan sekitar tiga tahun barulah
dikeluarkan/ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai
petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini

sebagai berikut.

1. Peraturan Gubernur DIY nomor 74 tahun
2008 tentang Tata Cara Penetapan dan
Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan
Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi
DIY Tahun 2008 Nomor 74).

2. Peraturan Gubernur DIY nomor 75 tahun
2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar
Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita
Daerah Provinsi DIY Tahun 2008 Nomor
75).

3. Peraturan Gubernur DIY nomor 76 tahun
2008
Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda

tentang Pemberian Penghargaan

Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi DIY
Tahun 2008 Nomor 76).

Dengan demikian, dari segi ketersediaan regulasi
tentang pelestarian dan perlindungan BCB dan KCB
di wilayah Provinsi DIY ini sudah cukup memadai,
tinggal mendorong agar penegakannya juga dapat
kokoh dan terjaga. Seperti disebut di muka bahwa
dalam pasal 4 Perda DIY nomor 11/2005 disebutkan
bahwa indikator penetapan didasarkan atas: nilai usia
dan kepurbakalaan, nilai kesejarahan, nilai estetika,
nilai keunikan, nilai atraktivitas karya budaya, nilai
kecanggihan struktur kontruksi bangunan teknologi
pengerjaan, serta nilai kesulitan bahan pembentuknya.
Selanjutnya tata cara penetapan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Gubernur. Adapun Keputusan
Gubernur yang terkait dengan Penetapan adalah
nomor 74 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan
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dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan
Benda Cagar Budaya (BCB).

Di dalam Bab IV tentang Penetapan Status dan
Klasifikasi KCB dan BCB disebutkan disebutkan
dalam pasal 4 tentang kriteria penetapan status
KCB (ayat 1), kriteria penetapan status BCB (ayat
2), tolok ukur dan kritgeria mengacu pada ketentuan
perundangan yang lebih tinggi dan dilengkapi
dengan situasi serta kondisi setempat (DIY). Pasal
5 berisi tentang penetapan peringkat/kelas KCB dan
BCB disertai tolok ukur dan kriterianya. Secara rinci
masing-masing peringkat/kelas diatur tentang tata
cara penetapannya dalam pasal 6 ayat (1) hingga
ayat (3). Adapun tentang penilaian kelengkapan
persyaratan diatur dalam pasal 7 yang mencakup uji
material, uji yuridis formal, dan uji administratif.
Selanjutnya Tata Cara dan Prosedur Penetapan Status
dan Klasifikasi diatur dalam pasal 8 ayat (1) hingga
ayat (14). Di dalam ketentuan itu bahkan sangat
dimungkinkan suatu KCB atau BCB mengalami
peningkatan Status dan Kelas yang diatur dalam Bab
VII pasal 9.

IV. Kendala dan Solusi
Budaya

Penetapan Cagar

Di antara berbagai persoalan yang melanda
Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Benda Cagar
Budaya (BCB) di
Yogyakarta adalah kendala yang terkait dengan upaya

wilayah Daerah Istimewa

pelestarian dan perlindungan bangunan cagar budaya.
Secara khusus permasalahan yang sangat popular di
masyarakat adalah di kawasan Kotagede, terutama
berkaitan dengan penjualan rumah-rumah tradisional,
karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi
atau setidaknya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi
bagi pemiliknya. Peristiwa sejenis yang akhir-akhir
ini juga terjadi di beberapa daerah menunjukkan
rendahnya apresiasi masyarakat terhadap tinggalan
budaya, lemahnya penegakan hukum khususnya
sanksi tindak kejahatan terhadap BCB dan KCB, dan
mendesaknya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu perhatian terhadap ketiga faktor
di atas diharapkan dapat menjadi prioritas utama
penanganan BCB dan KCB bagi pelestarian dan
perlindungan tinggalan budaya di Indonesia.

Seperti telah ditulis di berbagai media cetak
dan ditayangkan di berbagai media elektronik, kasus
yang melanda kawasan Kotagede ini mencuat cukup
lama dan dipicu dengan adanya gempa bumi 27
Mei 2006 yang lalu. Persoalan pokok adalah ketika
pemilik rumah tradisional akan menjual miliknya
dan tumpuan tanggung jawab itu diserahkan atau
dipertanyakan kepada pemerintah. Wacanaitulah yang
selalu menjadi bahan diskusi dan belum ditemukan
solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Beberapa
hal perlu diberikan catatan dalam menghadapi
persoalan Kotagede ini, antara lain perlu keterlibatan
(stakeholders) dalam kerangka pemikiran yang relatif
sama dalam upaya pelestarian KCB, perlu tindakan
nyata dari masing-masing pihak sesuai dengan batas
kewenangannya, dan memberikan pengertian terus
menerus kepada pemilik (perorangan) bangunan/
rumah akan arti penting rumah tradisional dalam
kawasan cagar budaya Kotagede.

Salah satu tindakan nyata dalam rangka tanggap
darurat terhadap korban bencana gempa bumi adalah
yang telah dilakukan oleh Jogja Heritage Society
bekerja sama dengan UNESCO (Bangkok-Jakarta)
dengan menyusun buku Pedoman Pelestarian bagi
Pemilik Rumah (2007). Buku ini jelas merupakan
yang
rehabilitasi dan pelestarian rumah-rumah tradisional

kontribusi sangat nyata terhadap upaya
di Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Tetapi, buku ini
pun hampir-hampir tidak ada artinya jika dihadapkan
pada persoalan kebutuhan ekonomi bagi pemilik
rumah yang kemudian menjual kepada pihak lain dan
memindahkan lokasinya. Hal ini memerlukan peran
dan kontribusi dari pihak lain yang memiliki otoritas
dan kewenangan.

Seperti telah disebut di atas bahwa melalui
jalur kewenangan pemerintah, terutama berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku masih
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ditemukan celah yang belum dapat meliput kasus-
kasus seperti itu. Di dalam UU BCB misalnya, tidak
semua rumah tradisional termasuk dalam kategori
BCB (pasal 1 ayat (1)). Kalau pun masuk dalam daftar
BCB, harus melalui prosedur penelitian, pendaftaran,
dan penetapan yang kadang-kadang prosesnya
lamban (dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi
yang mendesak). Setelah ditetapkan menjadi BCB
pun, kadang-kadang kompensasi atau insentif yang
diberikan tidak terlalu signifikan, misalnya biaya
pemeliharaan yang di bawah standar. Insentif yang
berupa keringanan pajak bumi dan bangunan bagi
rumah tradisional tampaknya juga belum berjalan
dengan baik (?).

Adapun bagi pemerintah daerah yang
kewenangan utamanya dalam pengaturan wilayah
selain menyiapkan tiga Peraturan Gubernur sebagai
Petunjuk Teknis Peraturan Daerah nomor 11 tahun
2005, terutama hanya pada ranah edukasi yaitu
memberikan penghargaan kepada pelestari warisan
budaya termasuk rumah tradisional. Meskipun
tata cara penetapan dan klasifikasi KCB dan BCB,
termasuk bangunan sudah tersedia, tampaknya
implementasinya juga harus berjalan dengan berbagai
hambatan. Salah satu kendala dalam prosedur
penetapan adalah mekanisme penetapan oleh
gubernur berdasarkan pertimbangan masukan dari
Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya
(DP2WB). Sejak sebelum dan setelah ditetapkan
Peraturan Gubernur nomor 74 tahun 2008 tentang
Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi KCB dan BCB
sebenarnya DP2WB sudah bekerja sangat intensif.
Tetapi, sesuai dengan tugas pokok Yogyakarta. Dengan
kata lain perhatian pemerintah terhadap kasus-kasus
seperti pelestarian rumah tradisional masih terbatas
pada implementasi perundang-undangan dalam hal
ketegorisasi BCB atau bukan. Keduanya memberikan
konsekuensi hukum dan perlindungan, jika benar-
benar termasuk BCB harus menjadi tanggung jawab
penuh bagi pemangku undang-undang itu tetapi tidak
jika sebaliknya. Dalam hal ini belum ada dukungan
nyata dari masyarakat dalam upaya pelestarian dan

perlindungan bangunan cagar budaya.
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V.  Pemikiran dan Harapan

Semakin banyaknya respon masyarakat
terhadap kasus menurunnya kualitas dan kuantitas
kelestarian KCB dan BCB seperti halnya rumah
tradisional Kotagede menunjukkan perhatian,
minat, dan keprihatinan bersama. Modal dasar ini
hendaknya dapat dikembangkan menjadi jejaring
bagi penyelesaian pelestarian rumah tradisional di
kawasan Kotagede. Kekurangan dan kelemahan dari
satu pihak diharapkan dapat tertutup oleh kelebihan
dari pihak lain. Keterlibatan secara intensif dari
pihak pemerintah, baik Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala Yogyakarta (BP3 Yogyakarta), Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul,
dan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat,
lembaga-lembaga donor nasional dan internasional,
lembaga swasta perorangan dan korporasi dapat

secara sinergis mengatasi persoalan yang cukup

rumit ini.

Sebagai contoh keterbatasan pemerintah
biasanya berada para ranah sesuai peraturan
perundang-undangan dan  kompensasi  yang

diberikan berupa “penghargaan” bagi pelestari
rumabh tradisional. Hal itu tentu tidak langsung dapat
mengatasi persoalan, misalnya kebutuhan ekonomi
pemilik rumah yang akan menjual rumahnya. Hal
inilah diperlukan keterlibatan pihak lain yang dapat
mengatasi persoalan kehidupan ekonomi masyarakat
pemilik rumah tradisional. Meskipun demikian
pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan
dengan kemampuan dan kewenangannya. Dalam
tahun ini sedang akan dilakukan studi (ulang) tentang
upaya
penyiapan data terkini yang lebih akurat sebagai

Revitalisasi Kawasan Kotagede sebagai
bahan tindakan lebih lanjut. Demikian pula pendataan
(ulang) dan digitalisasi potensi budaya (tangible dan
intangible) potensi budaya di wilayah DIY juga akan
diselesaikan dalam tahun ini, sehingga data dasar
(database) tentang potensi budaya DIY benar-benar
dapat tersedia dan dapat digunakan sebagaimana

mestinya.
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ASPEK NILAI PENTING DAN KESADARAN SEJARAH:
REFLEKSI DALAM PELESTARIAN PUSAKA BUDAYA

Oleh :

Ign. Eka Hadiyanta*

1. Pengantar

Pusaka budaya bendawi adalah salah satu unsur
peninggalan budaya material atau dapat juga disebut
sebagai pusaka yang berujud (tangible). Keberadaan
tinggalan terutama yang berupa artefaktual adalah
menjadi bagian suatu bukti adanya proses sejarah,
identitas budaya, pembentukan perjuangan, dan
perkembangan suatu bangsa. Pengertian pusaka
budaya bendawi yang sudah mendapatkan ketetapan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.
5 tahun 1992 disebut sebagai benda cagar budaya.
Terkait hal itu suatu bukti artefaktual dapat untuk
menandai suatu ciri-ciri zaman tertentu. Oleh karena
itu, musnah atau hilangnya unsur-unsur tinggalan
tersebut, akan berkurang atau bahkan hilang pula
bukti-bukti fisik konkret satu periode atau babakan
aktivitas masa lampau manusia.

DiKota Yogyakarta ada berbagai macam potensi
pusaka budaya yang merupakan bukti konkret adanya
peristiwa bersejarah pada masa lampau. Bukan tanpa
sebab apabila Kota Yogyakarta merupakan suatu
daerah yang mempunyai salah satu predikat sebagai
kota budaya dan kota perjuangan. Pertama, sebagai
kota budaya Yogyakarta mempunyai banyak corak
pusaka budaya, baik dari periode prasejarah, masa
klasik (pengaruh Hindu-Buddha), masa pengaruh
Islam (bangunan keraton, pesanggrahan, masjid,
dalem, dan bangunan tradisional), masa pengaruh
Barat dan era kolonial (bangunan bercorak indis,

benteng, fasilitas sosial ekonomi, gereja, societeit,
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dan bangunan-bangunan bergaya Cina atau pecinan),
masa pendudukan Jepang (gua-gua pertahanan), dan
masakemerdekaan (markas perjuangan, perlengkapan
perjuangan, alat transportasi, perkantoran, rute

gerilya, dan lain sebagainya).

Keberadaan berbagai tinggalan Kerajaan

Mataram Hindu, Mataram Islam (Kotagede,
Kerta, Plered, Keraton Ngayogyakarta, dan Pura
Pakualaman berada di wilayah Daerah Istiemwa
Yogyakarta. Hal itu menjadikan daerah tersebut
mempunyai  potensi tinggi pusaka budayanya,
baik dari katagori monumen peninggalan raja-raja,
bangsawan, maupun dari rakyat kebanyakan. Di sisi
lain, predikat sebagai kota perjuangan hal itu terkait
dengan keberadaan Kota Yogyakarta yang menjadi
salah satu tempat atau kancah perjuangan menentukan
dalam merintis dan mempertahankan kemerdekaan,
yaitu pernah menjadi “Ibu kota Revolusi” pada

tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tahun 1949.

Kondisi demikian tidak mengherankan jika
di Kota Yogyakarta mempunyai potensi tinggi atau
kekayaan pusaka budaya dari berbagai masa atau
periode. Khusus terkait sebagai ibu kota negara, maka
tidak mengherankan apabila mempunyai potensi
tinggi bangunan bersejarah yang berkaitan dengan
perjuangan bangsa. Beberapa contoh mengenai hal
itu adalah bekas markas perjuangan, rute gerilya,
tempat-tempat perjuangan pergerakan, dapur umum,
dan peralatan pendukung perjuangan lainnya. Oleh
karena itu, bangunan bersejarah tersebut sebagai
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kekayaan pusaka budaya atau cagar budaya bangsa
perlu dilestarikan, baik secara fisik maupun nilai-
nilainya. Hal tersebut mengingat sebagai salah
satu aspek warisan budaya yang penting artinya,
khususnya untuk memupuk kebanggaan nasional
serta memperkokoh kesadaran sejarah dan jati
diri bangsa. Terkait dengan permasalahan tersebut
ada beberapa pertanyaan yang muncul yaitu:
bagaimanakah menyikapi eksistensi tinggalan pusaka
budaya tersebut dan upaya-upaya pelestariannya?
Pelajaran apakah yang dapat dipetik dari keberadaan
jejak-jejak sejarah tersebut, baik nilai pentingnya
maupun arti penting kesadaran sejarah yang dapat
diambil bagi warga bangsa?

2. Pusaka Budaya Bendawi dan Upaya
Ketetapannya

Di dalam pasal 1 ayat la Undang-undang RI
Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,
yang disebut Benda Cagar Budaya adalah :

“Benda buatan manusia, bergerak atau tidak
bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok,
atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan
mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan”.

Di samping itu juga diatur pula mengenai situs
(pasal 1 ayat 2), yaitu : “Situs adalah lokasi yang
mengandung atau diduga mengandung benda cagar
budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan
bagi pengamanannya.” Berdasarkan definisi di atas,
maka tempat atau bangunan bersejarah perjuangan
bangsa yang telah memenuhi kriteria di atas adalah
masuk dalam lingkup pengaturan perundang-
undangan tersebut. Mengingat bahwa bangunan atau
tempat bersejarah adalah sebagai benda cagar budaya

yang dilindungai Undang-undang RI Nomor 5 tahun

1992, tentang Benda Cagar Budaya beserta peraturan
pelaksanaannya, maka dalam rangka pelestariannya
perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan
pemeliharaan untuk mengantisipasi adanya kerusakan

atau ancaman terhadap eksistensinya.

Di dalam pasal 2 Undang-undang RI Nomor 5
tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya disebutkan
bahwa perlindungan benda cagar budaya dan situs
bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan
untuk memajukan kebudayaan nasional (Anonim,
1992). Oleh karena

pengamanan, dan

itu, upaya penyelamatan,
pemeliharaan  berdasarkan
peraturan yang berlaku sangat diperlukan (Anonim,
1995). Upaya pelestarian dilakukan mengingat
bangunan benda cagar budaya dan situs tersebut
sangat “terbatas” (finite) dan “tidak dapat diperbarui
lagi”  (nonrenewable). Dengan demikian perlu
langkah-langkah perlindungan hukum, penetapan
situs, pemeliharaan, dan pemanfaatan secara
konsisten dan berkelanjutan. Perlu diketahui, bahwa
untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di
samping berdasarkan perundang-undangan tersebut
di atas, di dalam upaya perlindungan juga mengacu
kepada: 1) Instruksi Gubernur Kepala Daerah,
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/1984
tanggal 5 April 1984 tentang Perlindungan Benda-
benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai
benda Cagar Budaya. 2) Peraturan Daerah No. 11
tahun 2005 tentang Kawasan Cagar Budaya beserta
peraturan pelaksanaannya (Peraturan Gubernur No.

74,75, dan 76 tahun 2008).

Dalam rangka perlindungan hukum cagar
budaya dan situs perlu diadakan tahapan kegiatan
inventarisasi, pendokumentasian, pendataan,
pendaftaran, dan penilaian dalam rangka penetapan.
Pendaftaran benda cagar budaya dan situs dilakukan
untuk milik. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 pasal 2
disebutkan bahwa “Setiap orang yang memiliki
dan/atau menguasai benda cagar budaya wajib

mendaftarkan benda cagar budaya atau benda
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yang diduga benda cagar budaya yang dimiliki
dan/atau dikuasa”. Dengan didaftarkannya benda
cagar budaya, maka akan diketahui data-datanya
secara rinci. Maksud dan tujuan pendaftaran yaitu
untuk tindakan awal jaminan perlindungan dan
mendapatkan penetapan hukum. Untuk skala daerah,
diatur dalam Peraturan Gubernur No. 74 tahun 2008.

Di Yogyakarta pelaksanaan pendaftaran telah
dilaksanakan oleh Proyek Peninggalan Sejarah dan
Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun
1994/1995 — 1996/1997 kemudian ditindaklanjuti
dengan pengusulan untuk penetapan yang dilakukan
oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala DIY
dan bekerja sama dengan instansi terkait. Jumlah
sementara yang ditetapkan untuk seluruh DIY sampai
dengan tahun 2010 adalah 56 bangunan dan 1 buah

wayang beber.

Khusus di Kota Yogyakarta ada beberapa
bangunan bersejarah yang tersebar antara lain
Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Pura Pakualaman,
Museum Angkatan Darat/AD, Gedung Agung (Istana
Kepresidenan), Gedung Korem 072 (dahulu Kantor
Wapres), Asrama Kompi AD, SMU III Yogyakarta
(dahulu AMS), Kantor Dinas Pariwisata, Seni, dan
Kebudayaan, di JI. Suroto 11 (dahulu rumah Letjen.
Urip Sumoharjo dan tempat berakhirnya rute gerilya
Panglima Besar Sudirman, dan Kantor Jiwasraya
Kotabaru (dahulu tempat perundingan Pejuang RI
dengan Tentara Pendudukan Jepang yang dipimpin
Mayor Otzuka), SMA BOPKRI I (dahulu Militer
Akademi), Tamansiswa, serta beberapa markas
Tentara Pelajar dan lain sebagainya. Tentunya
masih banyak bangunan bersejarah yang masih perlu
didata, diidentifikasi, didaftarkan, dan ditetapkan
sebagai benda cagar budaya. Di Kulonprogo ada
pusaka budaya khususnya bangunan bersejarah
yang terkait dengan perjuangan P. Dipanegara,
bangunan indis Gereja Boro, Gereja Promasan,
Rumah sakit St. Yusuf, Markas Besar Komando
Djawa (MBKD), Markas TB. Simatupang, ex Kantor
Bupati Kulonprogo di Pengasih, Jembatan Bantar,

26

Pesanggrahan Pakualaman dan lain sebagainya
yang perlu mendapatkan ketetapan. Di samping itu,
masih banyak tinggalan cagar budaya yang tersebar
di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul yang
juga perlu mendapatkan ketetapan hukum.

Pada pasal 8 ayat 1 Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995
tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya
dan/atau Situs menyatakan dengan tegas bahwa:
“Jika hasil penelitian terhadap benda dan/atau lokasi
tersebut mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan, benda temuan dan/
atau lokasi ditetapkan sebagai benda cagar budaya
dan/atau situs”. Namun demikian, perlindungan
hukumnya berlaku bagi seluruh peninggalan sejarah,
baik yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar
budaya ataupun yang diduga benda cagar budaya.
Penetapan hukum untuk bengunan bersejarah di
Yogyakarta sampai saat ini masih terbatas, sehingga
perlu dilakukan secara komprehensif melibatkan
berbagai pihak terkait (stakeholder) dan dilakukan

secara berkesinambungan.

Perlindungan benda cagar budaya meliputi
juga upaya penegakan hukum jika ada pelanggaran
terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hal
itu terjadi apabila adanya pelanggaran sehingga
berakibat berkurangnya nilai arkeologis, historis,
arsitektural yaitu dengan merusak, mengubah bentuk,
ukuran, warna, serta memugar benda cagar budaya
tanpa izin pemerintah terlebih dahulu, maka ada
konsekuensi hukumnya yang diatur dalam pasal 26
Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya.

3. Aspek Nilai Penting Pusaka Budaya

Scheler

suatu nilai dalam realitas kehidupan

Menurut pada dasarnya persepsi
keberadaan
manusia dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu
aspek psikis, hakikat, = dan material atau bendawi

(Wahana, 2004: 43 - 44). Penjelasan terinci mengenai
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tiga aspek keberadaan nilai tersebut yaitu sebagai
berikut. Pertama, aspek gejala psikis dari nilai yaitu
meliputi sesuatu yang diinginkan, kesenangan, dan
minat atau perhatian. Gejala psikis nilai tersebut dapat
membentuk serangkaian akumulasi pengalaman
pribadi yang dapat menjadi dasar suatu penilaian.
Kedua, nilai pada dasarnya merupakan bagian dari
suatu hakikat, pandangan ini merujuk kepada aspek
ideal, esensial maupun sesuatu yang bersifat tidak
sementara (intemporality). Ketiga, nilai pada dasarnya
tidak terlepas dari objek tetapi menyatu dengan
keberadaan objek material yang membawanya.
Dengan demikian, nilai juga mempunyai keterkaitan
dengan kualitas dari objek material pembawanya.
Kualitas dengan objek mempunyai keterkaitan, tetapi
tidak dalam arti tergantung atau bahkan mengalami
perubahan signifikan walaupun objek pembawanya
berubah (Wahana, 2004: 51).

Objek bendawi atau artifaktual (fangible) pada
dasarnya merupakan bagian dari potensi sumberdaya
arkeologi. Menurut Scheler objek material tersebut
terkait dengan nilai yang dikandungnya. Dengan
demikian, dapat dipahami apabila sumberdaya

arkeologi merupakan sesuatu yang berharga
(valuable) atau mempunyai nilai penting. Hal itu
merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang
Realita

konkret menunjukkan bahwa dalam pelestarian tidak

mengapa upaya pelestarian dilakukan.

semua sumberdaya arkeologi dapat dikembalikan
utuh seperti semula. Ini menunjukkan bahwa suatu
nilai juga mempunyai keterkaitan dengan keberadaan
dan kualitas dari objek material pembawanya. Terkait
dengan hal ini maka diperlukan seperangkat kriteria
untuk menentukan seberapa besar nilai penting yang
dikandung sumberdaya arkeologi yang merupakan
artifak  berharga. Suatu penentuan nilai penting
(significance

assessment) ataupun menentukan

valuasinya perlu dilakukan.

Dalam menentukan nilai penting antara sesuatu
yang intrinsik dan instrumental (Kattsoff, 2004:

320) perlu dilakukan pencermatan. Hal intrinsik

dan instrumental penting diperhatikan apabila

sumberdaya arkeologi tersebut akan dilakukan
pelestarian fisik atau artifaktualnya. Mengingat nilai
mempunyai sifat subjektif dan objektif, maka akan
ada dua sikap yang memunculkan unsur relativitas
penilaian. Sifat-sifat yang menonjol adalah subjek
sebagai pemegang otoritas mempunyai peran penting
dalam melakukan penilaian. Walaupun demikian
dalam implementasinya tidak jarang interpretasi
tentang nilai cenderung dikotomis, normatif, maupun
otoritatif. Pihak berwenang yang mempunyai otoritas
akan melakukan penilaian sesuai dengan norma dan

aturan formal yang menjadi dasar hukumnya.

Suatu yang perlu diingat bahwa secara yuridis
formal aspek nilai penting sudah diatur di dalam
Undang-undang RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya. Pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang
tersebut pemerintah menentukan kriteria nilai penting
sumberdaya arkeologi dalam tiga hal, yaitu nilai
penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
Nilai penting sejarah adalah apabila sumberdaya
bukti fakta
sejarah yang akurat dan dapat untuk penanda zaman

arkeologi mempunyai makna sebagai

suatu peristiwa sejarah tertentu. Nilai penting
ilmu pengetahuan adalah keberadaan sumberdaya
arkeologi yang potensial sebagai sumber data dan
sasaran kajian berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Nilai penting kebudayaan adalah apabila sumberdaya
arkeologi dapat merefieksikan langgam budaya pada
era tertentu dan mempunyai koherensi dengan proses
dinamika budaya secara berkesinambungan.

Kriteria tersebut di atas merupakan penilaian
baku versi pemerintah sebagai pemegang otoritas
pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia.
Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya arkeologi,
pemerintah mengatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa
BCB dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan
baik agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu
Manfaat objek
320) pada dasarnya

pengetahuan, dan kebudayaan.
menurut Kattsoff (2004:
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merupakan pencerminan nilai instrumental, hal itu
mempunyai arti bahwa suatu sumberdaya arkeologi
dikatakan bernilai karena dapat dimanfaatkan atau
difungsikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai
tujuan tertentu. Aspek nilai penting dan manfaat
BCB tersebut pada dasarnya mempunyai kaitan erat
dan secara ekspliksit disebutkan dalam pasal 1 ayat
1 dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun
1992 tersebut di atas.

Secara komprehensif penentuan penilaian
diungkapkan oleh Tanudirjo (2004), ada beberapa
kriteria pembobotan untuk nilai penting BCB yaitu
kelangkaan, keunikan, umur atau pertanggalan,
tataran, integritas, dan keaslian. Substansi penentuan
nilai penting sumberdaya arkeologi apakah tinggi,
menengah, ataupun rendah berkoherensi dengan
beberapa aspek kriteria bobot berikut ini.

1. Apakah jumlah jenis sumberdaya arkeologi

jarang ataukah mudah ditemukan di
tempat-tempat tertentu. Memenuhi kriteria
kelangkaan apabila sumberdaya arkeologi
jumlahnya sedikit atau terbatas maka dapat

disebut sebagai sesuatu langka.

2. Sejauhmana kekhasan sumberdaya arkeologi
dibandingkan dengan jenis yang sama.
Apabila memiliki kekhasan tertentu maka
dapat disebut memenuhi kriteria keunikan.

3. Usia sumberdaya arkeologi menentukan
nilai penting, apabila usianya sudah tua maka
nilainya semakin tinggi. Hal itu memenuhi
kriteria usia atau umur (pertanggalan).

oleh
masyarakat apakah diakui dalam tataran

4. Keberadaan sumberdaya arkeologi
atau peringkat tertentu, yaitu lokal (Kota/
Kabupaten), regional (Provinsi), nasional
(negara), dan internasional (warisan dunia).

5. Sumberdaya arkeologi tetap mempunyai nilai
tinggi jika memenuhi kriteria integritas atau
kesatuan utuh dengan

benda
situs.

konteksnya, baik
yang tunggal, maupun kompleks
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6. Nilai sumberdaya arkeologi akan semakin
tinggi jika memenuhi kriteria keaslian,

yaitu belum mengalami  pergantian,
percampuran atau pengurangan bahan atau

materinya.

Beberapa kriteria bobot tersebut di atas

terutama untuk indikator nilai penting dapat
digolongkan kepada jenis substantif, yaitu sejarah,
ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Di samping
kriteria bobot tersebut di atas, ada dua hal yang
juga perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait
dengan nilai penting yang digolongkan kontekstual
dan instrumental. Indikator nilai penting yang
berkoherensi dengan hal tersebut dapat digolongkan
secara simbolis dan fungsional, yaitu sebagai berikut.
Pertama, kriteria bobot tentang aspek kontekstual
lingkungan untuk nilai penting asosiatif. Kriteria
bobot tersebut dapat merefleksikan aspek filosofis
lingkungan budaya tempat sumberdaya arkeologi
dibangun. Kedua, kriteria bobot tentang aspek
instrumental sumberdaya arkeologi untuk nilai
penting ekonomi. Aspek tersebut terkait dengan asas
manfaat atau fungsional saat ini bagi kepentingan
pariwisata. Sejauhmana suatu situs dapat dilakukan
eksplorasi secara maksimal nilai-nilai pentingnya,
memberi

sehingga dapat “keuntungan”, baik

bagi situs maupun masyarakat di lingkungannya.
Keberadaan dua kriteria tersebut di atas dapat
menentukan nilai penting situs, baik secara asosiatif

maupun ekonomi.

4. Membangun Proses Kesadaran Sejarah

Dalam rangka membangun proses kesadaran
sejarah ada suatu pertanyaan yang muncul, yaitu
untuk
ataupun pusaka budaya tersebut dilestarikan, baik

apakah  bangunan-bangunan bersejarah
fisik maupun nilainya? Nilai-nilai kesadaran apa yang
dapat diambil manfaatnya? Secara fisik bangunan
tersebut dilestarikan untuk menjadi penanda kasat
mata atau terkait dengan bukti konkret keaslian suatu
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benda atau bangunannya. Di samping itu, juga dapat
dimanfaatkan dan direvitalisasi untuk kepentingan
pengelolaan sumberdaya arkeologinya. Hal yang
terkait dengan aspek nonfisik yaitu mengenai
keterkaitan pelestarian dengan nilai kesadaran
sejarah. Kesadaran yang dimaksud tentunya berbeda
ataupun tidak hanya seckedar sebuah kesadaran
suatu peristiwa sejarah yang terbatas pada aspek
nama dan tanggalan serta bersifat ceremonial rutin.
Akan tetapi, berkaitan dengan nilai kesadaran yang
dapat diambil manfaatnya secara siginifikan yaitu
kesadaran sejarah yang dapat mengajarkan kepada
kita sebuah cara menentukan pilihan dan penilaian
sikap kepedulian (Warman Adam, 2006). Menurut
Soedjatmoko, pengertian kesadaran sejarah adalah
orientasi intelektual dan sikap jiwa untuk memahami
keberadaan dirinya sebagai manusia, masyarakat,

dan suatu bangsa (Soedjatmoko, 1986: 7).

Di dalam upaya pelestarian secara inheren
terkait antara tinggalan fisik dengan proses historis,
dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Dalam perspektif historis tinggalan fisik adalah
hasil atau produk proses penyejarahan manusia
dalam satu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu,
bukti tinggalan yang ada dapat berperan dalam
mendukung eksplanasi peristiwa sejarah secara
komprehensif dan pendekatan dari berbagai sudut
pandang (multidimensional). Koherensi keduanya
dapat direfleksikan untuk memunculkan nilai-nilai
kontekstual serta membangun proses kesadaran

sejarah (historical consciousnes) suatu generasi.

Secara garis besar, bangunan bersejarah di
Yogyakarta tersebut terkait dengan periodisasi atau
era tumbuhnya pergerakan nasional dan revolusi
fisik atau mempertahankan kemerdekaan Republik
Indonesia. Era tersebut tentunya dapat membawa
suatu memori dan pelajaran bagi kita tentang
“Ideologi nasionalisme kebangsaan” yang dapat
membangkitkan suatu kesadaran akan kemerdekaan
dan hidup bernegara (nation) yang merupakan

sebuah hasil kaum protagonis nasionalisme sebelum

Perang Dunia II. Salah satu momentum pertumbuhan
nasionalisme tersebut diawali dengan adanya kongres
Budi Utomo I, tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober
1908 di gedung Kweek School Yogyakarta (sekarang
SMU 11 Yogyakarta). Kongres tersebut dihadiri
para bangsawan, pejabat, kaum cendekiawan, dan
siswa-siswa sekolah kejuruan (guru, kedokteran,
dan pamong praja). Wacana dialogis dan kesetaraan
mewarnai pertemuan tersebut dan secara fenomena
di samping menghasilkan anggaran dasar, Soetomo
secara khusus mengutarakan keadaan negeri yang
serba terbelakang serta bagaimana meningkatkan
kesadaran dan taraf kehidupannya, dinamika
pergerakan dalam skala nasional kemudian berlanjut
pada munculnya Manifesto Politik 1925 dan Sumpah

Pemuda 1928.

Pada era revolusi fisik hal tersebut terefleksi
melaluijalan perjuangan para tokoh seperti Hemengku
Buwana IX, Sri Paku Alam VIII, Marsudi, dan lain
sebagainya serta pemuda pelajar yang kemudian
bergabung dalam kesatuan-kesatuan kelaskaran
(TRM, BPRI Mataram, Hisbullah, Tentara Pelajar,
dan badan-badan perjuangan lainnya). Terlebih pada
periode Perang Kemerdekaan II Kota Yogyakarta
menjadi “Ibu kota revolusi”, dan kemudian diduduki
oleh Hindia Belanda mulai pada 19 Desember 1948.
Kondisi ini melahirkan proses perjuangan heroik
protagonis kemerdekaan, sehingga melahirkan
berbagai peristiwa bersejarah, bangunan bersejarah,
dan berbagai artefak yang inheren dengan perjuangan

bangsa.

Di samping itu, era pergerakan nasional dan

mempertahankan kemerdekaan masa revolusi
kemerdekaan juga memunculkan ~momentum
bersejarah, aktor-aktor sejarah, dan Dberbagai

pelajaran yang dapat dipetik. Dengan demikian,
hal itu dapat juga digali mengenai model peran
atau partisipasi dalam perjuangan (role model),
model kebersamaan, kesatuan, dan persamaan
dalam perjuangan (unity-equality model), peranan

suatu kepemimpinan (role of leadership), peranan
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kaum intelektual, terpelajar, maupun cendekiawan

(role intellectuals), ideologi dan visi tujuan
perjuangan yang akan diwujudkan (ideologi as goal
orientation), dan lain sebagainya (Kartodirjo, 1999).
Pada dasarnya, semua momentum historis tersebut
inheren dengan upaya-upaya perilaku memberikan
kontribusi sosial yang didasari spirit persatuan, dan
pola pikir alternatif kritis sesuai dengan tantangan
zamannya. Dalam perspektif sejarah berbagai model
dan peran dalam perjuangan tersebut dapat menjadi
suatu pelajaran dan pembangunan karakter bangsa

(charater building).

5. Epilog: Sebuah Aspek Pembelajaran

Eksplorasi proses historis dan nilai-nilai yang
ada menghantar pada suatu eksplanasi dan persepsi,
di samping mengenai proses sosiogenesis suatu
komunitas dengan berbagai latar belakangnya,
juga makna, nilai-nilai maupun spirit yang perlu
terus direfleksikan. Dalam konteks pendidikan,
tentunya hal ini perlu terus disosialisasikan dan
ditransformasikan melalui proses pembelajaran
dengan berbagai cara sejak dini, baik tingkat pelajar,
mahasiswa, dan masyarakat umum. Hal itu perlu
dilakukan secara terus menerus dan dari generasi ke

generasi.

Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan
berbagai aspek, menurut badan dunia bidang
pendidikan dan kebudayaan (UNESCO) yaitu
meliputi berbagai aspek pembelajaran yang mencakup
learn to know, learn to do, learn to be, dan learn live
to together. Pertama, pembelajaran untuk tahu (learn
to know) tentang aspek pembelajaran intelektualitas,
pengetahuan kesejarahan, dan potensi pusaka
budaya yang ada. Aspek-aspek yang dapat digali
yaitu, baik yang bersifat kognitif maupun afektif.
Hal itu dapat direfleksikan dari berbagai informasi
sumber sejarah, baik tulisan maupun lisan serta

bukti-bukti artefaktual.

Kedua, aspek pembelajaran melakukan sesuatu
(learn to do). Hal itu dapat dipelajari melalui makna
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yang diambil dari setiap momentum historis, koleksi-
koleksi museum, dokumen arsip, upaya praktik
konservasi, pemugaran, dan upaya pelestarian cagar
budaya secara luas. Inspirasi pelajaran tersebut
dapat memunculkan proses kesadaran yang dapat

dipraktikkan bagi kehidupan berbangsa.

Ketiga, aspek pembelajaran yang dapat
membentuk kepribadian dan etika (learn to be). Hal
itu, terkait dengan aspek pembelajaran moral bangsa
yang dapat membangkitkan rasa tanggung jawab
bagi masa depan bangsa. Berbagai momentum
kesejarahan dan proses budaya yang dipelajari
dapat menjadi sumber acuan nilai penting, baik
nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan, kebudayaan,

asosiatif, dan ekonomis.

Keempat, aspek pembelajaran hidup bersama
(learn live together). Proses kehidupan berbangsa
dari berbagai ragam agama, suku, golongan, dan latar
belakang budaya pada akhirmya harus memunculkan
kearifan lokal(local wisdom) tentang sikap toleransi
akan realita keberagaman. Hal itu relevan dalam
kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang
mempunyai dasar ideologi negara yang mampu
menjadi pengikat keberagaman yaitu Pancasila.
Terkait hal itu semboyan Bhinneka Tunggal Ilka
meneguhkan konsistensi prinsip, walaupun berbeda-
beda dalam berbagai hal seperti tersebut di atas,
tetapi tetap satu sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran
hidup bersama tersebut dapat dipelajari dari apa yang
tercatat, ingatan para pelaku sejarah (remembered
history), dan refleksi kritis tentang nilai-nilai dari
artefak-artefak
budaya pada zamannya (recovered history) (Lewis,
2009: 11-12).

berbagai penemuan kembali dari

Hal tersebut di atas merupakan suatu sumber
nilai yang dapat dijadikan inspirasi bagi generasi
penerus untuk selalu berfikir kritis analitis. Di
samping itu, juga sebagai wahana untuk tumbuh
kembangnya rasa bangga (sense of pride), identitas
atau jati diri (character building), serta proses
kesadaran sejarah mengenai eksistensi bangsanya.

Pada akhirnya diharapkan akan memunculkan rasa
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memiliki (sense of belonging) dan rasa berkewajiban
(sense of obligation) untuk dapat berpartisipasi
dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan pusaka
budaya serta mengekspresikan kesadaran sejarah
bangsanya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut
ada pesan bijak yang dapat kita simak, yaitu Historia
Vitae Magistra (Sejarah adalah guru kehidupan) dan
juga pendapat Cicero, “Tidak memperhatikan sejarah
akan menjadi kanak-kanak selamanya”.

Realita konkret saat ini, baik dalam pendidikan
formal, nonformal, dan kehidupan sosio-kultural
masyarakat secara luas kondisi pembelajaran untuk
menumbuhkan kesadaran yang ada belum maksimal.
Oleh karena itu, masih perlu terus dipresentasikan,
dan  “dibudidayakan” secara berkesinambungan.
Harapannya nilai penting pusaka budaya dapat
diapresiasi dan menjadi sumber inspirasi untuk
merefleksikan proses kesadaran sejarah serta sikap
partisipatif yang ada di dalam masyarakat secara luas.
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Daya Dukung Fisik Zona I Candi Prambanan

DAYA DUKUNG FISIK
ZONA 1 CANDI PRAMBANAN

Oleh :

Ari Setyastuti *

A. Pengantar

Candi
archeological landscape dari masa Klasik abad
IX-X M. Di

arkeologis

Kawasan Prambanan  merupakan

kawasan ini

tinggi
masterpiece peradaban manusia yaitu kompleks

terdapat tinggalan
bernilai yang merupakan
Candi Prambanan. Selain itu, juga ada beberapa
candi lain yaitu Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan
Candi Sewu. Sebagai landscape cultural, kawasan
Prambanan menggambarkan proses pemenuhan
tuntutan kebutuhan manusia yang dilakukan secara
harmoni dengan alam, yang tampil dengan estetika
tinggi dengan suatu identitas yang khas. (Pramono,

2000).

Sebagai sebuah karya bernilai tinggi yang
mencerminkan  tingkat kecanggihan peradaban
manusia yang menjadi pendukungnya, kawasan ini
telah diakui sebagai Warisan Dunia yang dilindungi,
dan masuk dalam Word Heritage List sejak tahun 1991.
Suatu objek termasuk dalam kategori Warisan Dunia
apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria
Word Heritage Convetion (WHC), seperti misalnya
sebuah hasil karya artistik yang unik, mempunyai
nilai yang bersifat universal, merupakan simbol
peradaban dunia (WHC, 1972, Hardjasoemantri
2003). Candi Prambanan merupakan salah satu objek
wisata DIY yang paling banyak dikunjungi no. 2
setelah pantai Parangtritis. (Anonim, 2002).

Sebagai objek wisata, pengelolaan Candi

Prambanan diatur di dalam Keppres RI No. 1 Tahun
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1992, tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi
Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta
Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Berdasarkan
Keppres tersebut pengelolaan Candi Prambanan
dibagi dalam sistem zoning sebagai berikut :

- Zonal seluas 39,8 Ha merupakan lingkungan
kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi
perlindungan dan pemeliharaan kelestarian
lingkungan fisik candi.

- Zona 2 seluas 37,2 Ha merupakan kawasan
di sekeliling zona 1, diperuntukkan bagi
pembangunan taman wisata  sebagai

tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian,

kebudayaan dan pelestarian candi.

- Zona 3 seluas 663 Ha merupakan kawasan di
luar zona 2, diperuntukkan bagi pemukiman
terbatas, daerah pertanian, jalur hijau dan
fasilitas lainnya untuk menjamin keserasian
dan kesinambungan kawasan di zona I, serta
untuk mendukung kelestarian candi serta

fungsi taman wisata.

Sesuai dengan misi yang diemban dalam
pengembangan Candi Prambanan sebagai objek
wisata, selama ini telah banyak mendorong upaya
penggalian dan peningkatan potensi sumber
daya budaya melalui kegiatan pelestarian dan
pengembangan candi dan lingkungannya sebagai
objek utama. Hal tersebut dilakukan karena kesadaran

akan pentingnya pelestarian untuk kepentingan
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kepariwisataan dalam jangka panjang. Kesdaran
tersebut mempunyai nilai positif karena dapat
menggugah berbagai pihak yang berkepentingan
dalam pemanfaatan untuk lebih peduli dan apresiatif
terhadap kelestarian candi dan lingkungannya.

Sebagai objek wisata yang bertarafinternasional,
pengembangan Candi Prambanan dituntut untuk
menyesuaikan dengan isu global yaitu sustainable
tourism development. Sebagaimana pengembangan
pariwisata pada umumnya yang menekankan
pendekatan berkelanjutan, maka pengelolaan candi
sebagai objek wisata budaya juga perlu menekankan
pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan nilai jangka
panjang (Swarbrooke, 2002). Prinsip tersebut antara
lain menghendaki ketaatan pada asas perencanaan
pengembangan yang berpijak pada aspek pelestarian.
Sesuai dengan karakteristik candi sebagai sumber
daya budaya yang bersifat terbatas (finite) tidak
dapat diperbaharui (nonrenewable) tidak dapat
dipindahkan (rnomnmoveable) dan mudah rapuh
(fragile). (Drajat, 1999), maka pemanfaatan candi
sebagai warisan budaya untuk objek wisata perlu
memperhitungkan daya dukung yang dimiliki untuk
menjaga kelestariannya (WTO, 1998)

B. Permasalahan

Mengingat keterbatasan daya dukung candi
sebagai objek wisata, maka dalam pengelolaan
dilakukan sistem zoning dengan fasilitas taman
di zona 2 dengan maksud agar konsentrasi
pengunjung di zona 1 dapat di sebarluaskan ke zona
2. Permasalahan muncul ketika dari 4 objek yang
menjadi atraksi di zona I yang terdiri atas Candi
Prambanan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, dan
Candi Sewu, Candi Prambanan yang paling banyak

dikunjungi wisatawan.

Usaha
pengunjung ke objek yang lain sudah dilakukan antara

untuk  menyebarkan  konsentrasi

lain dengan menyediakan fasilitas transportasi berupa

kereta mini. Namun usaha tersebut belum berhasil
menarik minat pengunjung disebabkan oleh faktor
aksesibilitas, karena manfaatkannya pengunjung
dikenakan tambahan biaya tiket, juga disebabkan
publikasi dan informasi yang diberikan belum efektif
mencapai sasaran. Beberapa objek yang seharusnya
mampu menarik minat pengunjung, sehingga
konsentrasi arus pengunjung dapat disebarkan ke

seluruh kawasan tersebut, saat ini belum tercapai.

Dampak dari kondisi tersebut adalah pada hari
Minggu, hari libur sekolah, dan liburan hari raya,
Candi Prambanan sebagai atraksi utama menjadi
sangat padat, sehingga mengurangi kenyamanan
pengunjung. Masalah tersebut juga menimbulkan
kekhawatiran terhadap objek karena melampaui
daya dukung. Berdasarkan kondisi tersebut, timbul
beberapa permasalahan di antaranya berikut ini.

1. Apakah konsentrasi pengunjung di Candi
Prambanan pada saat-saat tertentu telah

melampaui daya dukung fisik zona 1 ?

2. Apakah upaya yang dapat dilakukan agar
tujuan adanya taman untuk menyebarluaskan
pengunjung dapat tercapai ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian daya dukung fisik zona 1 Candi
Prambanan bertujuan untuk mengetahui hal-hal
berikut ini.

a. Tingkat kepadatan pengunjung terutama
pada hari Minggu dan hari-hari libur yang

lain.

b. Tingkat selama ini yang

terkonsentrasi di zona 1 Candi Prambanan

kunjungan

telah melampaui daya dukungnya.

c. Solusi yang  dapat  mengantisipasi
terjadinya over carrying capacity di zona

1 Candi Prambanan dengan melakukan
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penyempurnaan  kebijakan  pengelolaan

pengunjung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi analisis dan
evaluasi yang objektif terhadap kebijakan
pengelolaan pengunjung sehingga dapat
menimbulkan hal-hal berikut ini.

- Mendorong pengelolaan pengunjung yang
dapat menjamin kelestarian objek sekaligus

tetap menjamin kepuasan pengunjung.

- Mendorong pengelolaan  pengunjung
yang dapat mengakses seluruh potensi
yang ada di kawasan Candi Prambanan.
Dengan demikian konsentrasi pengunjung
tidak hanya pada satu objek saja yang
akan mengancam kelestariannya, karena
melampaui daya dukungnya.

Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi
pengelola khususnya Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala sebagai pengelola
zona 1, dan PT. Taman Wisata sebagai
pengelola zona 2, untuk mengembangkan
kebijakan pengelolaan  pengunjung.
Pengelolaan pengunjung selama ini masih
perlu disempurnakan agar tetap dapat
menjamin kelestarian objek sekaligus dapat
memberikan kenyamanan dan kepuasan
pengunjung melalui optimalisasi potensi
yang ada di kawasan Prambanan.

D. Dasar-Dasar Pemikiran

Dasar-dasar pemikiran dalam Daya Dukung

Fisik Kawasan Candi Prambanan adalah berikut ini.
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Prinsip Pembangunan Pariwisata

Berkelanjutan

Pengelolaan candi sebagai objek wisata
budaya perlu menckankan pendekatan
berkelanjutan yang menghendaki ketaatan
pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (WTO,
1998).

- Prinsip pengembangan pariwisata yang
berpijak pada aspek pelestarian alam,
sejarah, dan budaya serta sumber daya
pariwisata yang lainnya. Dengan demikian
pemanfaatannya di samping memberikan
keuntungan bagi kehidupan saat ini, juga
berorientasi jangka panjang.

- Pembangunan pariwisata harus
direncanakan dan dikelola agar tidak
menimbulkan problem lingkungan dan
kehidupan sosial kultural masyarakat.
Pendekatan kelestarian lingkungan dan
analisis daya dukung merupakan cara yang
penting untuk mencegah dampak negatif

dari pengembangan pariwisata.

- Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan
wisatawan, lingkungan hidup, dan
masyarakat lokal dengan bermuara pada
pengembangan apresiasi yang lebih peka
pada warisan budaya, lingkungan hidup,
dan kehidupan sosial kultural masyarakat.

Dengan prinsip-prinsip pendekatan
tersebut, pengembangan pariwisata perlu
memperhitungkan daya dukung yang

dimiliki setiap kawasan.

Daya dukung objek wisata perlu
diperhitungkan untuk menjamin kelestarian
objek. Pemanfaatan yang melampaui
kapasitas daya dukungnya di samping akan
mengancamkelestarianobjek danlingkungan,
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menyebabkan  ketidaknyamanan

juga
sehingga mengurangi kepuasan wisatawan.
Pada akhirnya daya dukung yang terlampaui,
juga akan menurunkan citra dan daya
tarik yang
menurunnya tingkat kunjungan. Hal ini

wisatawan menyebabkan
sesuai dengan teori tourism life cycle bahwa
suatu kawasan wisata akan mengalami
kemunduran setelah mencapai titik optimum
kunjungan wisatawan. (Butler, 1980). Untuk
mengantisipasi  terjadinya  kemunduran
tersebut perlu dipersiapkan langkah-langkah
yang dapat meningkatkan tingkat kunjungan
antara lain dengan pengaturan pengunjung,
pengembangan atraksi, dan peningkatan

kualitas lingkungan.

3. Penelitian daya dukung diperlukan untuk
pengaturan pengelolaan pengunjung agar
dapat diantisipasi terjadinya over carrying
capacity
wisatawan.

sekaligus menjamin kepuasan

E. Tinjauan Pustaka

Daya dukung awalnya dipakai dalam ilmu
ckologi. Dalam konsep ekologi, pengertian daya
dukung (carrying capacity) adalah jumlah maksimum
individu unsur hayati, baik berupa tumbuhan maupun
hewan, yang masih dapat dijamin hidup dengan baik
pada suatu kondisi lingkungan tertentu. (Colinvaux,
1996). Penerapan pengertian daya dukung kemudian
dipakai untuk berbagai aspek dalam kehidupan.
Secara alami dalam suatu lingkungan, pengertian
daya dukung lingkungan adalah kemampuan
lingkungan untuk mendukung perilaku manusia dan

makhluk yang lain secara wajar. (Fandeli, 2002)

Dalam  kepariwisataan,  beberapa  ahli
mendefinisikan daya dukung pariwisata sebagai
berikut : menurut Douglas, daya dukung tempat wisata

adalah jumlah wisatawan yang masih dapat didukung

oleh arena wisata yang ditandai dengan tidak adanya
perubahan pada kualitas wisata. (Douglas, 1975).
Sedangkan Soemarwoto mendefinisikan daya dukung
objek wisata ataalam sebagai kemampuan objek
untuk dapat menampung jumlah wisatawan pada
luas dan satuan waktu tertentu. (Soemarwoto, 1997)
Dalam arti yang lebih luas, daya dukung pariwisata
mencakup daya dukung aspek bio geofisik, budaya,
dan sosial ekonomi, dengan demikian kegiatan
kepariwisataan tetap menjamin kualitas lingkungan

dan kepuasan wisatawan. (Fandeli, 2002)

Daya dukung pariwisata sangat dipengaruhi
oleh beberapa hal antara lain kondisi lingkungan,
jumlah wisatawan, dan perilaku wisatawan. Oleh
karena itu, pengelolaan pengunjung juga harus
meliputi pengaturan batas jumlah dan perilaku
wisatawan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga
agar tetap dalam batas daya dukungnya. Pengelola
kawasan adalah pihak yang berwenang mengatur
dalam menetapkan daya dukung pariwisata.

Setiap objek wisata mempunyai kemampuan
yang berbeda untuk menerima kunjungan wisatawan,
yang sering disebut sebagai daya dukung. Daya
dukung dinyatakan dengan jumlah wisatawan per
satuan waktu. Tetapi luas maupun waktu umumnya
tidak dapat dihitung rata-rata, karena penyebaran
wisatawan dalam ruang dan waktu tidak merata.
Sering kali wisatawan terkonsentrasi di tempat yang
paling menarik dan pada waktu tertentu, seperti pada
masa liburan. Oleh karena itu, daya dukung tidak
dapat dihitung berdasarkan rata-rata luas daerah
dan rata-rata jumlah wisatawan setiap bulan atau
tahun, melainkan harus memperhatikan tiap lokasi
dan waktu yang penting. Misalnya, bila jumlah
wisatawan dihitung per tahun akan terdapat angka
yang jauh di bawah daya dukung lingkungan, tetapi
bila jumlah wisatawan dihitung per hari minggu atau
hari libur lain, akan didapat angka yang tinggi yang
sebenarnya mungkin telah melampaui daya dukung.
(Soemarwoto, 1997)
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Menurut para ahli ada beberapa tipe daya dukung,

berikut ini.

- Daya dukung fisik: jumlah wisatawan yang
secara fisik masih dapat ditampung dalam
suatu tempat, yang tetap dapat memberikan

kualitas pengalaman wisatawan.

- Daya dukung lingkungan jumlah
wisatawan yang masih dapat ditopang tanpa

menimbulkan kerusakan lingkungan.

- Daya dukung ekonomi : jumlah wisatawan

yang
menimbulkan kerugian secara ekonomis

masih  dapat diterima, tanpa

terhadap kehidupan masyarakat lokal.

- Daya dukung sosial budaya jumlah
wisatawan yang masih dapat diakomodasi,

yang tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap  kehidupan  sosial  kultural
masyarakat lokal.
- Daya dukung infrastruktur : jumlah

wisatawan yang masih dalam batas toleransi,

yang belum menimbulkan kerusakan
infrastruktur.  Jumlah wisatawan yang
melebihi  kapasitas infrastruktur  akan

menimbulkan dampak negatif terhadap

ketersediaan  infrastruktur yang telah

dibangun.

- Daya dukung psikologis : jumlah wisatawan

yang masih dapat diterima, yang tidak
efek
pengalaman Tipe
ini lebih bersifat subjektif karena tolok
ukurnya tergantung persepsi dan keinginan

menimbulkan negatif  terhadap

kualitas wisatawan.

wisatawan. (Swarbrooke, 2002).

Analisis daya dukung pariwisata pada dasarnya
dilakukan
wisatawan ketika mengunjungi objek. Kepuasan

agar tetap memberikan kepuasan

wisatawan ini dapat didekati dengan menetapkan

daya dukung fisik dan daya dukung psikologis, karena
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kedua tipe daya dukung ini pada dasarnya sangat erat
berkaitan. Apabila daya dukung fisik diperhitungkan,
maka dapat diperoleh angka berapa luas areal yang
dibutuhkan bagi wisatawan agar dapat secara leluasa
menikmati objek, dan memberikan kepuasan dalam
berwisata. (Fandeli, 2002)

Dalam penelitian ini, sesuai dengan lingkup
tujuannya, maka hanya dibatasi untuk menganalisis

daya dukung fisik zona 1 sebagai zona konservasi.

F. Landasan Teoritis

Daya dukung fisik adalah luas areal yang
dibutuhkan bagi wisatawan agar dapat secara leluasa
melakukan aktivitas dalam berwisata, sehingga
tetap memberikan kualitas pengalaman. Dalam
menghitung daya dukung fisik telah ditentukan

rumus sebagai berikut : (Fandeli, 2002)

Rumus daya dukung fisik menurut Cifuentes
(1992) yang dikutip oleh Wiranto(2000) adalah
sebagai berikut.

PCC = Ax V/axRf, di mana

PCC = physical carring capacity (daya
dukung fisik)

A = area yang digunakan untuk umum

V/a = area yang digunakan untuk 1 orang

pengunjung dalam menikmati wisata
Rf = Faktor rotasi

Sedangkan Douglas (1975)
memperhitungkan faktor pemulihan atau
turnover faktor (TF) sehingga rumus di atas

menjadi :

PCC = A x 1/B x Rf, dimana 1/B adalah
luas area yang dibutuhkan oleh seorang
wisatawan untuk berwisata dengan tetap
memperoleh kepuasan.
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Dalam menghitung daya dukung fisik di areal
Kompleks Candi Prambanan, sasaran penghitungan
nilai A ada dua yaitu : pertama adalah ruangan dan
bilik yang terdapat di dalam bangunan Candi Siwa
yang biasanya dilalui wisatawan untuk menikmati
relief di sepanjang pagar langkan serta bilik-bilik
yang terdapat arca para dewa. Kedua adalah halaman
yang digunakan oleh wisatawan untuk menikmati
keanggunan dan keindahan kompleks percandian,
dan melihat keindahan alam di sekitarnya. Untuk
selanjutnya kedua sasaran tersebut masing-masing
disebut daya dukung fisik Candi Siwa, dan daya
dukung fisik halaman zona 1.

Sedangkan nilai V/a sesuai dengan standar
untuk orang berpiknik menurut Douglas (1975) bila
tanpa faktor pemulihan adalah 13-16 orang/acre
atau 1 orang/6 m? sedangkan bila dengan faktor
pemulihan 1 orang/65 m? (Fandeli, 2002)

Khusus untuk variabel Rf diperhitungkan
berdasarkan jam padat pengunjung setiap harinya
dibagi lamanya menikmati wisata. Hal ini
dimaksudkan agar hasil perhitungan dapat mendekati
keadaan yang sebenarnya. Jam buka Kompleks
Candi Prambanan adalah jam 06.00 —jam 17.00, atau

11 jam setiap harinya.

G. Sejarah Kompleks Candi Prambanan

Candi Prambanan

bangunan yang sangat monumental berasal dari

Kompleks merupakan
peninggalan agama Hindu terbesar di Indonesia.

Sebagai bangunan yang bersifat monumental,
Kompleks Candi Prambanan diduga sebagai candi
kerajaan yang menjadi simbol kejayaan Kerajaan
Mataram Kuno. (Adrisijanti dan Anggraini, 2003).
Dalam menafsirkan masa pembangunan Kompleks
Candi Prambanan, para arkeolog sering mengaitkan
dengan Prasasti Siwagrha yang berangka tahun 856
Masehi. Prasasti tersebut pada saat ini disimpan di
Museum Nasional Jakarta dengan nomer inventaris

D 28.

Menurut Casparis, ada tiga hal penting
yang disebutkan dalam prasasti tersebut, yaitu
prasasti Siwagrha merupakan Prasasti tertua yang
menggunakan bahasa Jawa Kuno, berisi tentang
peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada abad
IX Masehi, serta menyebutkan rincian gugusan
candi. (Casparis, 1950). Dari prasasti Siwagrha
tersebut diketahui informasi penting bagi sejarah
yaitu peresmian sebuah bangunan suci untuk Dewa
Siwa dan disebut dengan Siwagrha atau Siwalaya
yang diidentifikasikan dengan Candi Prambanan.
Selain itu disebutkan adanya seorang raja bernama
Jatiningrat (Rakai Pikatan) yang harus berperang di
dataran tinggi Ratu Boko melawan Balaputradewa
dari keluarga Syailendra. Balaputradewa kalah
dan melarikan diri ke Sumatra. Setelah berhasil
mengalahkan Balaputradewa, Raja Jatiningrat
menyerahkan tahtanya kepada Dyah Lokapala
(diidentifikasikan ~ Rakai yang

memerintah pada tahun 851-882 M. Kemenangan

Kayuwangi)

Rakai Pikatan diperingati dengan membangun candi
besar. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya
tulisan pendek dengan cat berwarna merah, putih,
dan hitam yang menyebutkan nama Pikatan.

Uraian pembangunan candi dalam Prasasti
Siwagrha tidak begitu jelas, sehingga Casparis
mencoba membagi menjadi dua bagian. Bagian
pertama berkaitan dengan didirikannya bangunan-
bangunan candi (bait 11-23) dan bagian kedua
berkaitan dengan peresmian beserta penetapan
tanah perdikannya (bait 24-29). Pada bait 11, setelah
keadaan damai sang raja menyuruh membangun
sebuah dharma. Menurut Casparis, dharma tersebut
mungkin berarti gugusan candi seluruhnya. Bagian
kedua berkaitan dengan pembangunan candi yang
selesai pada hari Kamis Wage tanggal 11 Margasirsa
tahun 778 Caka (856 Masehi) dan diresmikan arca
dewa (pada akhir bait 24 adalah : yatekana tewek
bhatara dinawai sinangskaraweh). Setelah Kuil Siwa
(Siwalaya) selesai dibangun, dilakukan pengalian

aliran sungai, sehingga aliran sungai menelusuri
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sisi-sisi halaman candi. Disebutkan juga bahwa
telah diresmikan tanah yang menjadi batas-batas
percandian dan penetapan sawah-sawah menjadi
swah darmma bagi Kuil Siwa (Siwagrha).

Gambaran yang disebutkan dalam Prasasti
diidentifikasikan
Candi Prambanan. Gugusan candi yang bangunan

Siwagrha sebagai Kompleks
pusatnya dipagari dengan tembok keliling dan

dikelilingi deretan candi-candi perwara yang
disusun bersap hanya terdapat di Kompleks Candi
Prambanan. Keterangan gugusan candi yang terletak
di dekat sungai mengingatkan pada kompleks Candi
Prambanan dengan Sungai Opak di sebelah baratnya.
Jika ditinjau dari jarak Sungai Opak, gugusan candi
dan arah pembelokan aliran sungai, maka kompleks
Candi Prambanan terletak di antara Desa Kelurak

dan Desa Bogem.

Menurut Casparis, air untuk kebutuhan petirtaan
dan panti tinapan (tempat tinggal para pendeta)
diperoleh dari luar tembok pagar keliling halaman
II, tetapi masih dalam lingkungan tembok keliling
halaman III. Di daerah tersebut kemungkinan dahulu
terdapat bangunan dari kayu. Keterangan tersebut
menjelaskan mengapa tembok keliling ketiga dari
gugusan Candi Prambanan tidak sejajar dengan
tembok keliling kedua dan pertama. Hal tersebut
diperkirakan di sebelah timur gugusan terdapat bekas
telaga yang sekarang letaknya lebih rendah dari
pada tanah di sekitarnya. Desa tempat adanya telaga

sampai sekarang masih bernama Telaga (Tlogo).

H. Tata Ruang Kompleks Candi Prambanan

Letak kompleks Candi Prambanan berdasarkan
topografinya berada pada ketinggian 153,52 meter
di atas permukaan air laut, dan secara alamiah tanah
tersebut miring ke arah barat atau ke Sungai Opak
dan sedikit ke arah selatan. Tata ruang kompleks
Candi Prambanan dibagi dalam tiga halaman yang
berbentuk bujur sangkar dan disusun berteras
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terpusat, masing-masing halaman dibatasi oleh
tembok keliling. Halaman utama merupakan tempat
yang dianggap paling suci terlatak di bagian tengah,
beukuran 110 m x 110 m. Di halaman utama ini

terdapat enam belas bangunan candi.

Di halaman kedua yang berukuran 222 m x
222 m terdapat 224 candi perwara yang disusun
mengelilingi halaman pertama dan terbagi dalam
empat baris. Deret candi perwara pertama berjumlah
68 buah, deret kedua 60 buah, deret ketiga 58 buah,
dan deret keempat sebanyak 44 buah candi. Candi
perwara tersebut membentuk susunan konsentris
menuju ke halaman pusat dengan arah hadap keluar
atau membelakangi halaman utama. Candi perwara
yang terletak di sudut halaman mempunyai dua
pintu, yaitu pintu depan dan pintu samping. Halaman
ketiga berukuran 390 m x 390 m, letaknya tidak
sejajar dengan halaman pertama dan kedua, tetapi
agak miring. Untuk lebih jelasnya pola tata ruang
kompleks Candi Prambanan dapat dilihat pada

gambar 1 dan gambar 2 .

I. Daya Dukung Fisik Candi Prambanan

Pengelolaan Candi Prambanan sebagai objek
wisata secara khusus dilaksanakan oleh salah satu
Unit Usaha PT. Taman, yaitu Unit Taman Wisata
Candi Prambanan. Dalam kegiatan operasionalnya,
khususnya pemanfaatan zona 1 untuk kegiatan
kepariwisataan, dilakukan koordinasi dengan Balai
Pelestarian  Peninggalan Purbakala Yogyakarta

selaku pengelola zona 1.

Dalam pengelolaan pengunjung, perlu diatur
agar kelestarian candi tetap terjaga namun tetap dapat
memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
menghitung daya dukung fisik zona 1 sebagai zona

konservasi.
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3. Candi Brahma

1. Candi Siwa
2. Candi Wisnu
4. Candi A

5. Candi Nandi
6. Candi B

a. Candi Apit
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Gambar 2. Denah Candi Siwa

Gambar 1. Denah Kompleks Candi Prambanan

A. Siva Mahadeva

E-F. Nadisvara-Mahakala
1-24. lokapala with attendants
[-XXIV. Ramayana Relief

B. Agastya
C. Ganesa
D. Durga
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Data dan Hasil Survai Pengunjung
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1.

Data Jumlah Kunjungan setiap hari dalam
tahun 2004

Dari data kunjungan tahun 2004 diketahui
bahwa hari-hari dimana tingkat kunjungan

wisatawan mencapai titik optimum dapat
dilihat dalam tabel 2.1.

menikmati kompleks Candi Prambanan di
halaman zona 1, yaitu saat masuk pintu timur
sampai keluar kompleks pintu utara. Kedua,
lama pengunjung menikmati keagungan Candi
Siwa dan merupakan tujuan utama wisata ke
Candi

pada Candi Siwa tersebut dilakukan pada saat

kompleks Prambanan. Pengamatan

pengunjung masuk sampai keluar

NO [ TANGGAL/ | JUMLAH PENGUNJUNG | KETERANGAN | meninggalkan Candi Siwa.
BULAN (ORANG) o o .

1 | 18Januari 11.773 Dari hasil survai diketahui bahwa,

2| 18 April 4.969 lama pengunjung menikmati

3 2 Mei 7.326 Liburan sekolah kompleks Candi Prambanan

4 20 Juni 12.626 Liburan sekolah yang luas halamannya 6187 m>

5 12 Juli 11.691 Liburan sekolah lah 1 i Sed K 1

6 12 September 8.461 adala jam. Sedangkan lama

7 | 17 Nopember 20.264 Lebaran pengunjung menikmati  Candi

8 | 26 Desember 7.642 Siwa yang mempunyai luas lorong

Tabel 2.1. Jumlah Pengunjung Maksimum dalam sehari pada tahun 2004

Lama Waktu yang dibutuhkan wisatawan
untuk menikmati objek

Wisatawan yang mengunjungi Kompleks
Candi Prambanan setiap hari bila dihitung
setiap jam, jumlahnya tidak konstan dalam arti
jumlah pengunjung yang masuk dan keluar
tidak selalu sama. Namun selalu berubah-ubah
setiap jamnya dan suatu saat akan mencapai
titik optimum dan kemudian berangsur-angsur
turun menjelang tutup waktu jam kunjungan.
Lamanya jumlah pengunjung mencapai

titik optimum bisa berlangsung lama atau

233,4 m? dan bilik 297,35 m?
sehingga luas seluruhnya 530,75

m? membutuhkan waktu 0,5 jam.
Jam-jam padat pengunjung

Selanjutnya juga dilakukan survai untuk
mengetahui saat jam padat pengunjung setiap
harinya, baik di halaman candi maupun di
Candi Siwa. Survai ini dilaksanakan selama
tiga hari dari tanggal 14 Januari 2005 sampai
dengan tanggal 16 Januari 2006 dengan tujuan
untuk mengetahui saat jam sepi dan padat
pengunjung. Hasil survai disajikan dalam
bentuk prosentase jumlah pengunjung tiap jam

seperti terlihat pada tabel 2.2. berikut ini.

sesaat, tergantung

dari jenis dan | Jam 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
tujuan wisatawan Prosentase | 0,6 3,1 5,2 8,7 11,0 | 7,6 8,8 13,4 | 11,0 | 20,6 | 10,0
mengunjungi Tabel 2.2. Prosentase per jam jumlah pengunjung dalam satu hari yang masuk ke
Kompleks  Candi halaman candi.
Prambanan.

Untuk mengetahui lamanya kunjungan wisata,
telah dilakukan survai selama 5 hari pada saat
ramaipengunjungpadaharilibur. Sasaransurvai

meliputi dua hal : pertama, lama pengunjung

Sedangkan jumlah pengunjung yang masuk
Candi

58% dari jumlah pengunjung yang masuk

Siwa setiap jam rata-rata adalah

halaman candi, sehingga prosentase kepadatan
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pengunjung candi Siwa setiap jam adalah sebagai berikut.

Jam

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Prosentase

0,35

1,80

3,02

5,05

6,38

4,41

5,10

7,77

6,38

11,95

5,80

Tabel 2.3. Prosentase per jam jumlah pengunjung dalam satu hari yang masuk ke halaman Candi Siwa

Sebagai gambaran riil berdasarkan prosentase tersebut di atas, kita ambil sampel jumlah pengunjung

dari tabel 2.1. dengan tiga kategori yaitu : saat sepi pada hari-hari biasa, masa liburan sekolah, dan hari

raya, seperti terlihat pada tabel 2.4, 2.5 dan 2.6 berikut ini.

Jam Jumlah Pengunjung Keterangan
Halaman Candi Candi Siwa
07 30 17 Total Jumlah
08 154 89 Pengunjung 4.969
09 258 150
10 432 231 orang
11 547 317
12 378 219
13 437 254
14 666 386
15 547 317
16 1.024 594
17 497 288

Tabel 2.4. Jumlah pengunjung yang masuk ke halaman candi dan Candi Siwa pada hari-hari biasa.

Jam Jumlah Pengunjung Keterangan
Halaman Candi Candi Siwa
07 76 44 Total Jumlah
08 391 227 Pengunjung 12.626
09 657 381
10 1.098 637 orang
11 1.389 806
12 960 557
13 [.111 644
14 1.692 981
I5 1.389 806
16 2.601 1.509
17 1.263 732

Tabel 2.5. Jumlah pengunjung yang masuk ke halaman candi dan Candi Siwa pada saat liburan sekolah

Jam Jumlah Pengunjung Keterangan
Halaman Candi Candi Siwa
07 122 71 Total Jumlah
08 628 364 Pengunjung 20.264
09 1.054 611
10 1.763 1.023 orang
I1 2.229 1.293
12 1.540 893
13 1.783 1.034
14 2715 1.575
I35 2.229 1.293
16 4174 2421
17 2.026 1.175

Tabel 2.6. Jumlah pengunjung yang masuk ke halaman candi dan Candi Siwa pada saat hari raya/lebaran
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Korelasi

Antara Daya Dukung Fisik Dan

Pengunjung

Dari data-data di atas dapat dihitung daya

dukung fisik di kompleks Candi Prambanan di

halaman zona 1 dan di Candi Siwa sebagai berikut :

A. Tanpa faktor pemulihan

L.

Daya dukung fisik zona 1

Nilai A =6187 m?
Nilai V/a =1/6
Rf = 11:1 = 11 (berdasarkan

jam buka candi 11 jam)

PCC =6187 x 1/6 x 11 = 11.343
orang
Bila Rf =1:1=1 (berdasarkan jam

padat pengunjung 1 jam), maka,

PCC
orang.

= 6187 x 1/6 x 1 = 1.031

Di dalam Candi Siwa

Nilai A =530 m?
Nilai V/a =1/6
Rf = 11:0,5 = 22 (berdasarkan

jam buka candi 11 jam)

PCC =530 x 1/6 x 22 = 1.943
orang
Bila Rf =01:0,5=0,2 (berdasarkan

jam padat pengunjung 01 jam), maka,

PCC
orang.

= 530 x 1/6 x 0,2 = 176

B. Dengan faktor pemulihan (Turnover Factor)

1.
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Daya dukung fisik zona 1
Nilai A =6187 m?

Nilai V/a =1/65

Rf = 11:1 =
jam buka candi 11 jam)

11 (berdasarkan

PCC =6187 x 1/65 x 11 = 1.047
orang

Bila Rf =1:1=1 (berdasarkan jam
padat pengunjung 1 jam), maka,

PCC = 6187 x 1/65 x 1 = 95
orang.

Di dalam Candi Siwa

Nilai A =530 m?

Nilai V/a =1/65

Rf = 11:0,5 = 22 (berdasarkan

jam buka candi 11 jam)

PCC = 530 x 1/65 x 22 =179
orang
Bila Rf =01:0,5=0,2 (berdasarkan

jam padat pengunjung 01 jam), maka,

PCC
orang.

= 530 x 1/65 x 0,2 = 16

Bila daya dukung tersebut dikorelasikan dengan

jumlah pengunjung setiap hari akan terbentuk grafik

berikut ini :

A.

Tanpa Faktor Pemulihan

7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 [Jam]

[ ¥ Faya TP ————y

Grafik 3.1. Daya dukung fisik di halaman zona 1
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umlah Pangunjung
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Grafik 3.2. Daya dukung fisik di candi Siwa

B. Dengan Faktor Pemulihan (7urnover factor)
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. Graﬁk 3.4.1 Daya dukungﬁszk di candi Siwa

Dari grafik 3.1 tampak bahwa daya dukung fisik
di halaman zona 1 pada hari-hari biasa masih mampu
memberi kenyamanan wisatawan. Sedangkan pada
saat liburan sekolah dan liburan hari raya, hampir
75% dari lamanya jam buka Candi Prambanan,
jumlah pengunjung melampaui batas daya dukung
fisik. Peningkatan pengunjung tersebut terjadi mulai
jam 10.00 WIB, pada pagi hari jumlah pengunjung
relatif masih di bawah batas daya dukung fisik.

Sedangkan di Candi Siwa, pada siang hari pada
hari biasa telah melampaui daya dukung fisik, apalagi
pada masa liburan dan hari raya seperti tampak pada
grafik 3.2. Lain halnya bila berdasarkan perhitungan
dengan menggunakan faktor pemulihan, baik di
halaman zona 1 maupun di Candi Siwa setiap saat
telah melampaui daya dukung fisik seperti terlihat
pada grafik 3.3 dan 3.4. Grafik dan gambaran di
atas berdasarkan perhitungan kepadatan pengunjung
tiap jam. Sedangkan bila menggunakan perhitungan
berdasarkan jam buka candi (11 jam) daya dukung
sisik (PCC) tanpa atau dengan faktor pemulihan di
halaman zona 1 maupun di Candi Siwa masih cukup

aman.

Namun demikian, cara penghitungan seperti itu
tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung
daya dukung, karena tidak menggambarkan
keadaan yang sesungguhnya. Dengan demikian,
hasil perhitungan yang dapat digunakan adalah
yang didasarkan pada kepadatan pengunjung setiap
jam seperti dapat dilihat pada Grafik 3.1. dan 3.2
bila tanpa memperhitungkan faktor pemulihan.
Sedangkan Grafik 3.3 dan 3.4 adalah daya dukung

dengan memperhitungkan faktor pemulihan.
J. Kesimpulan Dan Saran

Hasil perhitungan daya dukung fisik halaman zona 1
Candi Prambanan menunjukkan bahwa :

1. Berdasaran perhitungan tanpa faktor pemulihan,

serta atas dasar pertimbangan bahwa tingkat
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kenyamanan pengunjung masih dapat dirasakan,
jika area yang digunakan untuk setiap orang
seluas 6 m*> maka daya dukung fisik untuk
halaman zona 1 adalah 1.031 orang, dan untuk

Candi Siwa sebanyak 176 orang.

2. Berdasarkan  perhitungan  dengan  faktor
pemulihan, dan juga atas dasar pertimbangan
bahwa tingkat risiko pemulihan dan kenyamanan
pengunjung masih dapat dijamin, jika area yang
digunakan untuk setiap orang seluas 65 m?, maka
daya dukung fisik di halaman zona 1 adalah
sebanyak 95 orang. Sedangkan daya dukung fisik
di Candi Siwa sebagai atraksi utama adalah 16

orang.

3. Berdasarkan data pengunjung tahun 2004,
terdapat beberapa titik optimum karena jumlah
pengunjung telah melampaui batas daya dukung
fisiknya, terutama pada hari liburan sekolah dan
liburan Hari Raya. Pada liburan hari raya tanggal
17 November 2004 pengunjung mencapai 20.264

orang.

4. Batas optimum yang melampaui daya dukung
pada saat liburan sekolah terjadi antara jam 10,00
WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, kemudian
sepi dan mulai padat lagi jam 13.00 WIB sampai
tutup jam 17.00 WIB. Sedangkan pada saat
liburan hari raya terjadi pada jam 09.00 WIB
sampai dengan jam 17.00 WIB.

5. Dari hasil survei menunjukkan bahwa puncak
kepadatan pengunjung baik pada hari biasa, hari
liburan sekolah maupun liburan hari raya, terjadi
pada jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00
WIB.

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu
dilakukan evaluasi kebijakan pengelolaan pengunjung
terutama pada saat-saat terlampauinya daya dukung
fisik. Untuk melakukan pengelolaan pengunjung
agar tingkat kenyamanan wisatawan tetap terjaga,

dan sekaligus dapat menjamin kelestarian Candi
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Prambanan, maka perlu adanya alternatif solusi

berikut ini.

Pemanfaatan zona 2 sebagai buffer space perlu
ditingkatkan secara maksimal dengan menambah
atraksi yang menarik bagi wisatawan terutama
pada masa liburan, sehingga pengunjung tidak
terkonsentrasi hanya di Candi Prambanan.
Pengembangan  atraksi  harus  dilakukan
dengan tetap menggali potensi sesuai dengan
karakteristik candi sebagai objek wisata budaya.
Karena pengembangan yang tidak sesuai dengan
karakteristik objek justru akan menghilangkan

keunikannya sebagai daya tarik wisata.

Objek lain yang ada di kawasan Candi
Prambanan seperti Candi Lumbung, Candi
Bubrah, dan Candi Sewu agar dijadikan alternatif
kunjungan dengan cara mengembangkan atraksi
budaya yang inovatif dan edukatif namun tetap
atraktif sehingga dapat menarik pengunjung
ke objek-objek tersebut. Selain itu juga perlu
pengaturan tiket yang lebih bervariasi sehingga
menawarkan beberapa pilihan sesuai dengan
kebutuhan wisatawan. Hal ini mengingat sangat
bervariasinya kebutuhan wisatawan sesuai
dengan tujuan, jenis aktifitas wisata, serta

keterbatasan waktu kunjungan.

Pengaturan pengunjung perlu lebih ketat
dilakukan khususnya pengunjung yang naik ke
bilik candi, baik batas jumlah pengunjung yang
diperbolehkan masuk maupun syarat lain seperti
penggunaan alas kaki. Hal ini perlu dilakukan
karena sesuai dengan karakteristik objek sebagai
sumber daya yang bersifat terbatas, tidak dapat
diperbaharui, tidak dapat dipindahkan, dan
mudah rapuh. Penggunaan alas kaki selama
ini telah menyebabkan keausan batu candi
terutama pada bagian tangga dan lantai. Untuk
itu penyediaan alas kaki khusus untuk masuk ke
candi yang sekaligus menjadi souvenir, selain

dapat meminimalisir dampak kerusakan candi,
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juga akan menjadikan kenangan tersendiri.

Dengan adanya aturan-aturan khusus bagi

pengunjung diharapkan akan meningkatkan
apresiasi terhadap kelestarian objek sebagai
world heritage, serta mengembalikan citra dan
kesakralan candi sesuai fungsi awalnya sebagai

objek pemujaan.
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Awal Sejarah Hubungan Papua Dengan Dunia Luar

AWAL SEJARAH HUBUNGAN PAPUA
DENGAN DUNIA LUAR

Oleh :

Hari Suroto *

Letak Papua sangat strategis berada di bagian
paling timur Kepulauan Indonesia dan paling
barat Pasifik. Papua menjadi jembatan yang
menghubungkan Kepulauan Indonesia dengan
Oceania, bahkan menurut Vlekke (2008:2) Papua

menjadi wilayah transisi ke dunia Australia.

Papua memiliki potensi sumber daya alam yang
sangat beragam dan melimpah. Potensi sumber daya
alam ini berupa hasil hutan maupun hasil laut. Hasil
hutan yang terkenal dari pulau ini adalah pala yang
terdapat di Kepala Burung, kopra dan kayu masoi
yang terdapat di hampir seluruh pesisir Papua. Selain
itu, hutan Papua juga terdapat fauna endemik yang
sangat terkenal, sehingga orang-orang dari luar
Papua melakukan perjalanan jauh ke pulau ini untuk
mendapatkannya. Fauna endemik ini adalah burung
cenderawasih (paradiseidae). Selain cenderawasih,
Papua juga memiliki komoditi hasil laut antara lain

mutiara, kulit buaya, kulit penyu, dan teripang.

Selama ini tulisan-tulisan yang membahas
Papua lebih banyak bersifat etnografi yang ditulis
oleh antropolog Belanda pada abad ke-20. Tulisan
berdasarkan sumber historis terutama berkaitan
dengan awal interaksi orang Papua dengan dunia
luar belum pernah dilakukan. Penduduk Papua mulai
mengenal membaca dan menulis sejak Belanda mulai
serius menjajah pulau ini pada abad ke-20. Sebelum
itu cerita masa lalu diwariskan secara turun temurun

melalui tradisi lisan. Tulisan ini berusaha membahas
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hubungan Papua dengan dunia luar pada awal masa

sejarah, dengan bukti artefak maupun sumber tertulis.

Bukti hubungan Papua dengan dunia luar adalah
dengan ditemukannya artefak perunggu produksi
Dong Song (Vietnam Utara). Suatu hal yang mustahil
adalah apabila masyarakat Dong Song mengadakan
hubungan dagang secara langsung dengan Papua.
Jadi dapat diasumsikan bahwa masuknya artefak
perunggu ke Papua adalah dengan cara melalui
serangkaian perantara yang termasuk dalam suatu
jaringan perdagangan dari barat ke timur (Suroto,
2010: 51). Artefak perunggu ini tersebar melalui
jaringan perdagangan cengkih, pala dan rempah-
rempah lainnya dinegeri-negeri kecil di Semenanjung
Malaysia dan Indonesia Barat pada awal masa
sejarah (Bellwood, 2000:402-403). Diperkirakan
komoditas alat perunggu diperdagangkan oleh pelaut
Austronesia kira-kira 300 SM.

Kemampuan Pulau Papua yang konsisten
menghasilkan komoditas yang khas, sehingga selalu
dibutuhkan dan menempati posisi penting dalam
perdagangan. Papua memiliki daya tarik karena
menyediakan komoditi yang langka, yaitu bulu burung
cenderawasih. Temuan artefak perunggu di Kepala
Burung dan Kawasan Danau Sentani membuktikan
bahwa di wilayah ini terdapat penguasa yang mampu
mendatangkan benda bermartabat dari luar wilayah
kekuasaannya. Mereka adalah orang-orang yang
mampu menggerakkan anak buahnya untuk berburu
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burung cenderawasih yang dibutuhkan di pasaran
internasional. Komoditas ini diperdagangkan secara

beranting oleh para pelaut-pedagang Austronesia.

Pada awal abad ke-8, terdapat bukti hubungan
langsung maupun tak langsung antara pesisir Papua
dengan Sriwijaya. Berdasarkan catatan kaisar Cina,
utusan-utusan raja Sri Indrawarman dari Sriwijaya
mempersembahkan burung-burung cenderawasih
kepada kaisar Cina.

Bukti lainnya didapat dari informasi yang
terdapat dalam syair XIV kitab Negarakertagama
1365. Di
Negarakertagama ini memuat daftar wilayah-wilayah

karya  Prapanca tahun dalam
yang berada di bawah jajahan Kerajaan Majapabhit.
Salah satu wilayah jajahan tersebut disebutkan
berada di wilayah paling timur dan namanya adalah
Wanin (Onin), Sran (Kowiai). Kemungkinan besar,
tempat ini merujuk kepada salah satu wilayah di
sebelah barat daya Kepala Burung dan/atau merujuk

ke Fakfak dan Semenanjung Bomberai.

Terdapat kemungkinan bahwa wilayah barat
daya Papua pada abad ke-14 pernah didatangi oleh
pedagang-pedagang dari Indonesia bagian barat, bukti
arkeologis di Raja Ampat pernah ditemukan tempayan
produksi Kerajaan Sukhothai Thailand (1238-1378).
Tempayan jenis ini berfungsi menyimpan bekal air
dalam pelayaran jauh. Diperkirakan bahwa para
pedagang tersebut datang ke Papua dengan tujuan
untuk mencari kulit kayu masoi (Cryptocarya
massoy). Kulit kayu ini bentuknya mirip dengan
kayu manis dan menghasilkan minyak dengan rasa

yang tajam dan aroma yang menyenangkan.

Makanan pokok penduduk Papua dan Kepulauan
Maluku adalah sagu (metroxulon), keladi (colocasia),
ubi (dioscorea alata) dan pisang (australimusa)
(Suroto, 2010:30-31). Namun sebagian penduduk
Maluku dan pesisir Kepala Burung pada abad ke-
14 telah mengkonsumsi beras yang diimpor dari
pelabuhan-pelabuhan penting Majapahit (Jepara,
Tuban, Gresik, dan Ampel).

Dokumen historis menyebutkan bahwa pada
abad ke-15 Kepulauan Biak yang terletak di Teluk
Cenderawasih dikuasai Sawai (Halmahera). Sawai
sendiri pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan
Tidore. Penduduk Biak memberikan berbagai hadiah
kepada Sultan Tidore dan sebaliknya mereka pun
diberikan berbagai jenis kain dan hak istimewa.
Kemungkinan besar alat-alat besi termasuk
komoditas penting yang diberikan Sultan Tidore.
Selain perkakas dari besi, barang-barang lain yang
juga biasa dibawa pulang oleh orang Papua adalah

manik-manik, keramik, gerabah, dan kain timor.

Hubungan dengan Tidore sangat menguntungkan
penduduk Raja Ampat dan pesisir utara Papua untuk
mendapatkan perkakas-perkakas dari besi. Kapak
besi dan parang dibawa ke Ternate dari Luwu dan
Kepulauan Tukang Besi. Di pesisir Papua tidak
dikenal tradisi peleburan logam, yang ada hanya
penempaan logam, sedangkan di pedalaman Papua
dalam tradisinya tidak mengenal penggunaan alat
dari logam.

Selain hubungan dagang dengan Ternate, pesisir
baratdaya Papuajugatelah menjalin hubungan dengan
Seram Laut. Para pedagang Seram Laut memusatkan
perdagangannya di wilayah Semenanjung Bomberai,
di sebelah selatan Teluk Bintuni. Dengan cara
perkawinan campuran dengan perempuan asli Papua,
para pedagang ini pun kemudian mendirikan pusat
perdagangan muslim di daerah itu. Inilah alasan
mengapa sebagian besar orang Papua yang berdiam
di wilayah Fakfak menganut agama Islam. Tercatat
beberapa desa di Kepulauan Raja Ampat juga telah
menerima agama Islam sekitar abad ke-16, meski
jumlahnya tidak banyak. Perkampungan muslim
pertama diperkirakan didirikan tahun 1512 di Pulau
Misool. Pedagang Seram Laut dalam pelayaran
terjauhnya juga telah mencapai wilayah Trans-Fly,
yang sekarang disebut dengan Papua New Guinea
(Muller, 2008:88).

Komoditas dagang yang dibawa oleh pedagang
Seram Laut adalah peralatan dari besi, tekstil,
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keramik, meriam kuningan, anting-anting kuningan,
manik-manik dan piring-piring porselin besar.
Sebagai gantinya, mereka membawa pulang kulit
kayu masoi, damar, mutiara, kulit penyu, teripang,

kulit buaya, dan kopra.

Pada 1511 pelaut Portugis bernama Antonio
d’Abreau dalam pelayarannya menuju ke Ternate,
arah angin membelokkan perjalanannya lebih ke
arah timur. la pada akhirnya mendarat di pesisir utara
wilayah Kepala Burung. Selanjutnya ia menamakan
yang
merupakan bahasa Portugis untuk ‘Pulau Orang-

pulau tersebut sebagai Ilha de Papoia,

orang Papua”. Gubernur ketiga Portugis di Maluku
Jorge de Menezes mengunjungi Pulau Waigeo Raja
Ampat pada tahun 1526. Waigeo waktu itu diperintah
oleh Raja Papua. Menezes menyebut daerah ini
dengan /lhas dos Papuas.

Setelah itu, seorang pelaut Spanyol bernama
Alvaro de Saavedra pada 1529 berlayar dari
Meksiko melintasi Samudra Pasifik dengan misi
utama membebaskan seorang prajurit Spanyol yang
ditawan Portugis di Tidore. Misi lainnya adalah
untuk mencari pulau yang diisukan sebagai ‘pulau
emas’. Sepulang dari Tidore, karena angin kencang
menghadangnya, Saavedra mendarat di Biak, yang
disebutnya sebagai ‘Isla de Oro’ bahasa Spanyol
untuk ‘Pulau Emas’. Setelah tinggal selama sebulan
di pulau ini ternyata Saavedra tidak menemukan
sekeping emas pun. Selain Saavedra, misi pencarian
emas di Papua juga dilakukan oleh sebuah ekspedisi
Spanyol lainnya yang dipimpin Herman Griyalva.
Kapal ekspedisi ini kemudian kandas dan karam di
Teluk Cenderawasih. Sejumlah 7 orang yang selamat
dalam ekspedisi ini lantas ditangkap oleh penduduk
setempat dan dibebaskan dalam beberapa tahun
kemudian, kemudian mereka diserahkan kepada
Gubernur Portugis di Ternate.

Pelaut Spanyol lainnya yang bernama Ynigo
Ortiz de Retes dengan kapal San Juan berlayar dari
Tidore menuju Meksiko. la mendarat di muara Sungai
Mamberamo pesisir utara Papua pada 20 Juni 1545.
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Pulau Papua diberinya nama New Guinea karena
menurutnya, orang Papua mirip dengan orang Afrika
di pesisir Guinea. Sungai Mamberamo diberi nama
Santo Agustin. Ortiz de Retes mengadakan upacara
kecil dan menyatakan pulau yang dijejaknya sebagai
milik Raja Spanyol.

Orang-orang  pribumi Papua membawa
sejumlah kelapa ke atas kapal San Juan. Mereka
datang dari sebuah pulau yang oleh Spanyol diberi
nama Pulau Cerin. Mereka berada di Pulau itu
selama 13 hari karena cuaca buruk. Ketika cuaca
agak membaik, dari daratan pulau besar New Guinea
datang 15 perahu sampan dengan awak sebanyak
50 orang. Setelah melihat-lihat kapal, orang-orang
Papua segera pergi. Ketika cuaca telah membaik,
orang-orang Spanyol meninggalkan Pulau Cerin dan
berlayar menuju ke Kepulauan Raja Ampat. Orang-
orang Spanyol menamakan Kepulauan Raja Ampat
dengan Kepulauan Magdalena (ilhas de Magdalena)
(Amal, 2010:84). Seperti pengalaman para penjelajah
sebelumnya, Retes juga tak menemukan emas di
Papua, eksplorasi kapal San Juan berlangsung hingga
akhir Agustus dan baru kembali ke Tidore pada 3

Oktober 1456.

Pada 1606 pelaut Spanyol bernama Luis Vaez
de Torres dalam pelayarannya dari Pulau Solomon,
menyusuri pantai selatan Papua. Dari pelayaran ini,
Torres menyimpulkan bahwa Papua dan Australia
merupakan dua daratan terpisah. la akhirnya mendarat
di sebuah teluk yang dinamainya sebagai San Pedro
de Arlanca (sekarang dikenal dengan nama Teluk
Triton). Di sini, dia melihat dan kemudian menulis
dalam laporan perjalanannya bahwa orang-orang

Papua telah mengenal menempa besi.

Pada tahun 1606, kapal-kapal Belanda pertama
berlayar di sepanjang pesisir Papua. Pada masa itu,
Belanda telah mengambil alih kendali lalu-lintas
perdagangan cengkeh dari Portugis, Spanyol dan
Inggris. Pelaut Belanda yang bernama Kapten Willem
Janz kemudian berlayar menyusuri sepanjang pesisir

barat dan pesisir selatan Papua. Misi utamanya adalah
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pemetaan, ia mendarat di berbagai tempat, salah
satu tempat tersebut adalah muara Sungai Digul.
Pada tahun 1616, dua orang pelaut Belanda Jacob le
Maire dan Willem Schouten menjelajahi pesisir utara
Papua, termasuk Biak dan Yapen. Willem Schouten
kemudian memberi nama Kepulauan Biak dengan
nama Schouten Eilanden. Sesudahnya, pada Februari
1623, Jan Carstensz dalam pelayarannya melintasi
pantai selatan Laut Arafura, pada titik 4 derajat
lintang selatan, dengan teropong menyaksikan
salju di puncak gunung tertinggi di Papua. Laporan
perjalanannya menjadi bahan tertawaan orang-orang
Eropa yang sulit menerima kenyataan bahwa di
daerah tropis dekat khatulistiwa bisa ditemui adanya
salju. Puncak tertinggi yang dilihat Cartensz itu

sekarang dikenal dengan nama Puncak Jaya.

Pada tahun 1660, pihak kompeni Belanda
membuat kesepakatan dengan Sultan Tidore sebagai
pemilik Pulau Papua, yang menyebutkan bahwa
orang Eropa yang berhak masuk ke Papua hanyalah
Belanda. Tahun 1678 untuk pertama kalinya bendera
Belanda ditancapkan di beberapa tempat di pesisir
barat Papua. Tahun 1705 pelaut Belanda Geelvink dan
Kraanvogel berlayar dan memetakan seluruh Teluk
Cenderawasih. Setelah itu teluk ini dinamai Geelvink
Bai atau Teluk Geelvink. Dalam perkembangannya,
Papua dimasukkan ke dalam wilayah jajahan Hindia
Belanda. Namun karena Papua bukanlah merupakan
sumber pemasukan yang berarti bagi kolonal Belanda
maka pulau ini hingga awal abad ke-20 tidak terlalu
dihiraukan oleh Belanda, hanya sekedar sebagai
lambang prestise Belanda bahwa wilayah jajahannya
sangat luas.

Papua dikenal oleh dunia luar karena memiliki
komoditas endemik yaitu burung cenderawasih
dan kayu masoi. Hubungan Papua dengan dunia
luar melalui

serangkaian  pelayaran-pelayaran

* Hari Suroto
Staf Balai Arkeologi Jayapura

perdagangan. Kontak dengan dunia luar ini hanya
berlangsung di pesisir saja, sedangkan penduduk
pedalaman terisolasi oleh keadaan alam yang sulit
dijangkau, penduduk pedalaman mengembangkan
kehidupan khas masing-masing sebagai hasil adaptasi
terhadap lingkungan setempat.

Walaupun Papua diklaim menjadi jajahan
Belanda, tetapi pemerintah kolonial Belanda mulai
serius menjalankan pemerintahan di pulau ini awal
abad ke-20. Papua dijadikan Belanda sebagai tempat
pembuangan tahanan politik, dan menjadi tempat
tugas yang baru bagi pegawai kolonial yang tidak
disiplin menjalankan tugas di Pulau Jawa. Selain
menempatkan pegawai Belanda yang tidak disiplin,
pemerintah kolonial Belanda juga mengirimkan
antropolog-antropolog untuk mempelajari kehidupan
sosial budaya penduduk Papua. Melalui catatan dan
itulah,

Papua mulai dikenal dunia. Meskipun demikian

publikasi antropolog-antropolog Belanda

hingga saat ini Papua masih menjadi surga bagi para

peneliti, karena masih banyak yang belum terungkap.
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KEGIATAN EKSKAVASI CANDI KIMPULAN UII
TAHUN 2010

1. Riwayat Penemuan

Penemuan  struktur batu andesit yang
diperkirakan bagian bangunan candi berada di
Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14,5.
Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja, yaitu
saat para pekerja Proyek Pembangunan Gedung
Perpustakaan membuat lubang untuk pondasi

kolom gedung. Penemuan terjadi pada hari Jumat

tr o -
Detail batu padma dan
ornamen roset di bawahnyva

tanggal 11 Desember 2009 pukul 10.00 WIB.
Penemuan tersebut kemudian diinformasikan ke BP3
Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 11 Desember
2009 pukul 11.00 WIB dan ditindaklanjuti dengan
survel pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009.
Dari laporan hasil survel tersebut dapat diketahui
bahwa lokasi berada pada koordinat titik x : 0435524;
y:9150111. Lokasitemuan beradadi lubangke-16 dari
24 lubang pondasi kolom Gedung Perpustakaan UII,
yaitu pada kedalaman 2,70 m. Posisi temuan struktur
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Detail antefix sudut omur lauat

berjajar utara-selatan dengan ukuran panjang 270 cm
dan lebar 40 cm. Temuan struktur yang tampak terdiri
atas 3 lapis, masing-masing dari atas berupa 4 buah
batu padma dan 2 buah antefix sudut (lapisan atas), 4
buah batu berornamen (lapisan tengah), dan 4 buah
batu polos (lapisan bawah). Kondisi temuan masih
sangat kompak dan mempunyai ornamen dengan
pahatan yang sangat halus. Ornamen yang ada berupa
suluran pada antefix dan roset di bawah batu padma.

Pada saat survei lokasi temuan, petugas BP3
Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Yayasan
Badan Wakaf UIIl (sebagai pemilik asset)
dan pelaksana Proyek, untuk menghentikan
sementara kegiatannya agar dapat dilaksanakan
lebih
mencari data-data arkeologi maupun struktur

penelitian lanjut. Selanjutnya untuk
bangunan selengkap mungkin (vertikal dan
horizontal), maka direkomendasikan untuk

dilakukan ekskavasi penyelamatan.
2. Pelaksanaan

Kegiatan ekskavasi penyelamatan dilakukan
mulai hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009.
Sebelum dilakukan penggalian telah diputuskan
untuk mengupas areal temuan dengan alat berat
sedalam lebih kurang 2 m atau 75 cm di atas
temuan struktur seluas 24 x 24 m2. Pengupasan
tanah dilakukan dengan alat berat berupa back
hoe dengan maksud untuk memudahkan proses
ekskavasi penyelamatan. Pengupasan tanah
dengan alat berat berupa back hoe dilakukan
hingga kedalaman 200 cm. Penentuan kedalaman

ini didasarkan atas keberadaan temuan struktur
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yang ada di kedalaman 270 cm, sehingga hingga
kedalaman 200 cm diasumsikan tidak ada temuan
arkeologis. Namun untuk menjaga berbagai
kemungkinan, BP3 Yogyakarta menempatkan
petugasnya sebagai supervisor pelaksanaan
pengupasan. Untuk selanjutnya penggalian
dilakukan secara sistematis dan metodologis
oleh pihak dari BP3 Yogyakarta. Luas tanah
gedung perpustakaan 5930 m? lahan tersebut
berbatasan sebelah utara, timur, dan selatan
dengan jalan kampus sedangkan pada sebelah
barat berbatasan dengan bangunan DIII MIPA.
Ekskavasi situs Candi Kimpulan di kompleks
kampus UIIl sifatnya adalah penyelamatan
atau rescue excavation. Tujuan dari ekskavasi
penyelamatan di Candi Kimpulan adalah
pengamanan dan penyelamatan data-data
temuan struktur pada waktu penemuan.
Sasaran yang akan dicapai dan mencadi
prioritas adalah mencari sebaran struktur
diketahui
denah bangunan secara utuh yang meliputi

secara horizontal sehingga
bangunan induk, perwara, dan batas halaman.
Metode pelaksanaan ekskavasi penyelamatan
yaitu menggunakan sistem kotak atau grid
(box system) sedangkan teknik penggalian
menggunakan teknik spit. Metode box system
yaitu membagi areal atau lahan situs menjadi
petak atau kotak berukuran 2 x 2 m yang
berorientasi arah utara - selatan magnetik. Kotak-
kotak ekskavasi diberi nama berdasarkan sumbu
X (horizontal), Y (vertikal), dan Z (titik pusat /
nol). Teknik spit yaitu menggali kotak ekskavasi
dengan kedalaman interval setiap 20 cm,
tujuannya adalah untuk memberikan keakuratan
data ckskavasi. Pelaksanaan ekskavasi Situs
Kimpulan dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap
I dilaksanakan pada tanggal 19 Desember
2009 sampai dengan 6 Januari 2010. Tahap II
dilaksanakan pada tanggal 7 - 23 Januari 2010,
dan tahap III dilaksanakan pada tanggal 25-30
Januari 2010.

*e

3. Nama Temuan Hasil Ekskavasi di

Situs Kimpulan

a. Penggalian Tahap I (tanggal 12 Desember
2009 - 6 Januari 2010)

7
*

Candi Induk

Berbentuk persegi empat ukuran 6,21 x 6,21 m

& Lantai dari tatanan blok batu

Ukuran :

% Panjang : 505 cm,
% Lebar: 504 cm,

% Tebal : 12 cm

Ukuran:
Tinggi pagar dari lantai : 85 cm

% Panjang dinding pagar langkan tampak dalam
Sisi timur : 214 cm, pintu : 78 cm, 212 cm :
504 cm Sisi Selatan : 503 cm Sisi Utara : 505

cm Sisi Barat : 504 cm

«» Lebar dinding pagar : 40 cm - Lebar penutup
pagar : 50 cm
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& Yoni o

Ukuran : Bawah : 66 x 65 cm Atas : 65 x 65 cm
Tinggi : 58 cm Cerat : Panjang : 23 cm, Lebar : 32
cm, 29 cm

P .

Ukuran: Lebar Bawah : 77 cm, A-tas 164 cm
Hiasan : antefik sudut

Ukuran :

» Tinggi (dari permukaan) : 23 cm

*  Atas berbentuk silinder : @ 16 cm
Bawah persegi empat : 16 x 16 cm
» Terdapat pahatan Brahma Sutra

D3

B3

X3

A5

oo

7
£

Arca Ganesa

Ukuran :

Antefik sisi utara:  Sisi barat :

«+ lebar: 56 cm, lebar :50 cm,
% tinggi: 47 cm tinggi : 45 cm
Sisi Selatan :

% lebar:58 cm,

% tinggi: 48 cm

7
0‘0
7
0‘0

Ukuran : Tempat landasan Ukuran :
% Tinggi:63cm  + Tinggi: 30 cm & Candi Wahana
Lebar : 49 cm s Tebal : 50 cm - {

Tebal :40cm % Panjang: 56 cm

7
0‘0
7
0.0

Umpak permukaan datar

¢

-,

» Letak di depan candi induk jarak : 302 cm
» Bentuk : persegi empat panjang
»  Ukuran :636 x 411 cm

*,

B

B3

Jumlah : 12 buah Bentuk : Bulat Diameter : 26 cm
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Ukuran :

« Panjang : 65 cm
« Lebar: 20 cm
« Tinggi: 29 cm

Lapik Surya

Ukuran :
» Panjang/Lebar atas : 36 x 38 cm
» Tinggi: 33 cm

s ol

.0

oo

o

» Hiasan : 16 buah

Lapik Candra__

Ukuran :

+« Panjang/Lebar alas : 35 x 36 cm
« Tinggi: 32 cm

« Diameter pada permukaan : 25 cm
< Hiasan : 8§ buah

Pagar langkan

Tinggi : 85 cm

< Tebal : 25 cm,
¢ Lebar penutup : 40 cm

* Diameter bulatan permukaan: 29 cm

0‘0

Ukuran :

KD

< Lebar atas : 56 cm,

KD

< Lebar bawah : 77 cm

Lingoa Semu

Ukuran :

*,

% Diameter 16 cm
«» Tinggi: 23 cm
+«+ Bagian bawah: 16 x 16 cm
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b. Penggalian Tahap 2 (tanggal 7-23 Januari

2010)

54

Yoni dan Lingga
Yoni :

Ukuran :

« Bagian atas : 56 x 55,5 cm
< Bagian bawah : 56 x 56 cm

7
*
7
*

« Tinggi: 48 cm

Ukuran :

< Diameter: 13 cm
« Tinggi: 19 cm

« Bagian bawah : 13 x 13 cm

Sumuran

X3

o

Bentuk persegi empat
Ukuran luar : 80 x 80 cm
Ukuran dalam : 55 x 54 cm
Kedalaman lubang : 54 cm
Tinggi dari lantai : 10 cm

X3

A

X3

*

X3

*

X3

8

Umpak

Bentuk silinder dengan permukaan datar.
Jumlah : 8 buah, diameter : 19 cm

c. Penggalian Tahap 3 ( tanggal 25-30 Januari
2010

7
0‘0

Batas halaman I sisi barat
I~ = =

Batas halaman ini berbentuk empat persegi
panjang yang terbuat dari susunan bolder dengan
ukuran 60 cm x 120 cm.

Batas halaman [ sisi selatan

Batas halaman ini berbentuk empat persegi
panjang dan merupakan susunan batu bolder
dengan ukuran tinggi 60 cm, lebar 116 cm.
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KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KONSERVASI
RUMAH TRADISIONAL TINGKAT LANJUT 2010

ﬁﬁﬁgﬁm

BIMBINGAN TEKNIS KONSERVASI RUMAH
TRADISIONAL TINGKAT LANJUT

KOTAGEDE (17-24 FEBRUARI 2010)

Penyampaian materi bimbingan teknis oleh Bp. Aris Munandar dan Bp. Sarijo

Banyak peninggalan rumah tradisional yang
tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan bentuk
dan desain yang beragam. Rumah-rumah tersebut
merupakan pusaka budaya yang harus dilestarikan.
Untuk menjaga kelestariannya perluasuatu metode
pemeliharaan atau konservasi yang benar pada
komponen penting penyusun rumah yaitu kayu. Kayu
sangat penting dipelajari karena hal ini terkait dengan
sifat material kayu, yaitu materi yang tersusun dari
bahan organik yang mudah rusak/terurai apabila
pencegahan dan penanganannya tidak sesuai dengan
sifat kayu itu sendiri. Kegiatan Bimbingan Teknis
Konservasi Rumah Tradisional Tingkat Lanjut ini
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan
wawasan yang lebih detail mengenai konservasi
BCB kayu khusunya dan penyusunan Rencana
Anggaran Belanja (RAB). Kegiatan Bimbingan
Teknis
Lanjut ini dilaksanakan di rumah Bapak Joko

Konservasi Rumah Tradisional Tingkat

Nugroho, Kalurahan Purbayan, Kotagede selama 7
hari kerja dari tanggal 17 sampai 24 Februari 2010.
Kegiatan ini diikuti oleh karyawan Balai Pelestarian
Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta dan juga
masyarakat yang secara langsung menjadi pemilik
BCB rumabh tradisional. Pengajar (instruktur) bimtek
berasal dari teknisi yang memiliki kualitas di bidang
konservasi dan pemugaran baik yang masih aktif
ataupun sudah purna tugas. Materi Bimbingan Teknis
yang disampaikan berikut ini.

1. Penjelasan tentang langkah-langkah

pelaksanaan studi teknis konservasi BCB kayu
2. Pemugaran bangunan kayu
3. Orientasi lapangan
4. Identifikasi kerusakan struktur kayu

5. Praktik observasi kerusakan dan pelapukan
kayu
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6. Praktik identifikasi/analisis kerusakan

7. Praktik membuat rencana penanganan pemugaran/konservasi
8. Penghitungan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

9. Pembuatan laporan akhir

Pelaksanaan bimtek konservasi tingkat lanjut ini dilaksanakan dengan metode pengajaran, dilanjutkan
diskusi tanya jawab serta praktik observasi, identifikasi, analisis serta penyusunan RAB untuk biaya konservasi
dan pemugarannya. Dengan diadakannya Bimbingan Teknis Konservasi Rumah Tradisional tingkat lanjut ini

diharapkan menghasilkan tenaga teknis yang handal dan kompeten dalam rencana konservasi dan pemugaran

bangunan kayu sebagai bagian dalam pelestarian benda cagar budaya (BCB) di wilayah Yogyakarta.

e -—— ;
rbayan Kotagede

=8 A~
Rumah Ibu Umainah, Purbayan Kotagede Kegiatan praktik konservasi di rumah Ibu Umainah,
Purbayan, Kotagede

=
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KEGIATAN KONSERVASI ATAP CANDI IJO

Candi I[jo berada di Dusun

Groyokan, Desa Sambirejo,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.
Letak tinggi

dibandingkan dengan candi-candi lain

candi ljo paling
di kawasan Prambanan yaitu di Bukit
[jo. Kompleks Candi Ijo terdiri atas
17 struktur bangunan pada 11 teras
halaman yang meninggi ke timur.
Candi induk terdapat pada teras paling
atas disertai dengan 3 candi perwara
Candi

Ijo merupakan salah satu tinggalan

yang menghadap ke timur.

budaya yang wajib dilestarikan keberadaannya.
Kegiatan pembersihan atau konservasi mekanis pada
atap candi induk dan 3 buah candi perwara adalah
kegiatan yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun.
Kegiatan konservasi mekanis atap Candi [jo dilakukan
selama 8 hari kerja dari tanggal 11 sampai dengan
19 Februari 2010. Kegiatan konservasi dilaksanakan

dengan metode tradisional dan peralatan secara

o 3 hmrE
Kegiatan pembersihan atau konservasi mekanis pada atap Candi Ijo

Situasi Candi Ijo setelah dibersihkan

tradisional dan kering (mekanis). Peralatan yang
digunakan adalah tangga untuk mencapai atap candi,
sikat ijjuk untuk membersihkan lumut dan mencabuti
tumbuhan yang tumbuh di nat-nat batu serta sapu lidi
untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sudah

dicabuti. Dengan demikian, atap candi tampak bersih

dan terhindar dari kerusakan.
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KEGIATAN PENGUKURAN STABILITAS CANDI BARONG

Situasi Candi Barong

Candi Barong sebagai candi yang berada
di atas bukit kapur keberadaannya harus selalu
dipantau terutama stabilitas bangunannya. Kegiatan
pengukuran stabilitas kali ini merupakan kegiatan
rutin untuk memantau kondisi atau keberadaan
Candi Barong. Kegiatan pengukuran stabilitas
Candi Barong dimaksudkan untuk mengetahui
ada tidaknya perubahan baik kemiringan maupun
kemelesakan bangunan selama ini. Adapun tujuan
diadakan pengukuran stabilitas Candi Barong
adalah mengumpulkan data kerusakan bangunan
secara struktural maupun konstruksinya. Kegiatan
pengukuran stabilitas Candi Barong dilaksanakan
selama 10 hari kerja dari tanggal 17 — 24 Mei 2010.
Sasaran kegiatan pengukuran stabilitas bangunan
Candi Barong meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pengukuran poligon

Data yang diambil dalam pengukuran kali ini
adalah sudut dalam antara dua titik polygon
dan jarak antara titik poligon yang satu dengan
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yang lain. Pengukuran  poligon I
terletak di depan pagar lorong peralihan
dengan koordinat x : 200.00 dan y :
200.00, berturut-turut sampai poligon
IX yang membentuk segi 9. Alat
yang dipergunakan adalah theodolite,
shokkisa TMIA dan roll meter panjang
50 m.

2. Pengukuran koordinat sudut-sudut
bangunan

Pengukuran ini untuk mengetahui letak
bangunan terhadap titik-titik poligon.
Adapun data yang diambil untuk
menghitung koordinat  sudut-sudut
bangunan tersebut adalah :

a. sudut horizontal antara polygon dengan titik
objek yang diukur

b. bangunan yang diukur meliputi : kaki
candi I dan II sebanyak 8 titik, kaki gapura
sebanyak 4 titik, dan sudut-sudut talid teras
II sebanyak 17 titik

3. Pengukuran ketinggian

Pengukuran ini untuk mengetahui ketinggian
tetap di atas permukaan air laut. Bangunan
yang diukur ketinggiannya meliputi : kaki
candi I dan candi II, kaki gapura I, dan kaki
talud teras 11

Pengukuran kemiringan

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui
sudut kemiringan dinding tubuh candi I, candi
II dan gapura.

Penggambaran kompleks Candi Barong terdiri

dari dua buah candi utama dan gapura.
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KEGIATAN HERINVENTARISASI BCB DI CANGKRINGAN 2010

Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) merupakan wilayah yang
kaya akan benda cagar budaya, baik
bergerak maupun tidak bergerak. |
Peninggalan-peninggalan  tersebut
tersebar di seluruh pelosok DIY.
Terbatasnya tempat penampungan
benda cagar budaya, khususnya
benda

menjadikan benda-benda tersebut

cagar budaya bergerak |
dibiarkan tetap berada di tempat

saat benda tersebut ditemukan
ataupun dipindahkan ke tempat
terdekat. Perlindungan benda cagar
budaya yang berada di lapangan lebih sulit dilakukan
dibandingkan dengan benda-benda yang disimpan
di penampungan, karena lebih riskan terhadap
terjadinya tindak kerusakan yang diakibatkan oleh

alam maupun manusia.

Untuk itu sebagai upaya perlindungan dan
pelestarian terhadap benda cagar budaya, maka
dilakukan kegiatan pengecekan dan pendataan
kembali benda-benda yang ada di lapangan guna
mengetahui secara detail kondisi dan keberadaan
benda tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh
BP3 Yogyakarta, Kabupaten Cangkringan merupakan
salah satu wilayah yang banyak terdapat persebaran
benda cagar budaya, khusunya benda cagar budaya
bergerak. Untuk mencegah terjadinya kerusakan
dan kemusnahan benda-benda tersebut, maka sangat
perlu dilakukan pendataan kembali benda-benda
yang tersebar di lapangan, kemudian ke depannya
perlu untuk ditampung dalam tempat penampungan

bceb yang ada.

. o o Bl L
e il R
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BCB di Cangkringan

jﬁ{egiata‘;z Herinventarisasi

Pada tahun 1980 di Kecamatan Cangkringan
sudah pernah dilakukan kegiatan pengumpulan
data kepurbakalaan. Sesuai dengan program kerja
kelompok Registrasi dan Penetapan tahun 2010,
herinventarisasi akan dilaksanakan di Kecamatan
Cangkringan, Kabupaten Sleman. Wilayah ini dipilih
karena di kecamatan tersebut memiliki potensi
tinggalan budaya yang cukup tinggi dan sudah lama
tidak dilakukan pengecekan ulang (herinventarisasi)

terhadap benda cagar budaya yang ada.

Kegiatan herinventarisasi benda cagar budaya
di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ini
dilaksanakan selama 10 hari kerja, dimulai tanggal 7
s/d 17 Juni 2010.

Secara umum  kegiatan  herinventarisasi
benda cagar budaya dimaksudkan untuk mencatat
selengkap mungkin benda cagar budaya yang ada
di lapangan, sehingga dengan pencatatan tersebut
diharapkan akan diperoleh data yang lengkap dan

akurat mengenai jenis, bahan, jumlah, status maupun
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kondisi terakhir benda cagar budaya tersebut. Dengan adanya kegiatan herinventarisasi ini juga dimaksudkan

untuk menyediakan data secara lengkap untuk kepentingan penelitian, pengamanan, dan pelestariannya.

Adapun tujuan dilakukan kegiatan herinventarisasi ini adalah :

1. Untuk mengecek kembali benda cagar budaya yang ada di lapangan sehingga apabila terdapat benda
cagar budaya yang belum tercatat nomor inventarisnya, maka segera dapat diketahui dan segera
diinventaris.

2. Untuk mengetahui apakah terjadi kehilangan atau pencurian terhadap benda cagar budaya yang ada di
Kecamatan Cangkringan.

3. Sebagai salah satu upaya perlindungan benda cagar budaya dengan mendokumentasikan dalam bentuk
tulisan, gambar, dan foto.

-~ S S R

Kegiatan peml;e-.fsihan BCB

BCB yang diherinventarisasi
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KEGIATAN JELAJAH BUDAYA PELAJAR 2010

Balai

sebagai lembaga yang bertugas melestarikan benda-

Pelestarian  Peninggalan  Purbakala
benda peninggalan sejarah dan budaya sebagai
sarana untuk membangun karakter bangsa agar
generasi muda selalu berpegang kepada identitas
dan jati diri bangsa. Hal itu dapat dikenal dan
dipahami melalui benda-benda peninggalan sejarah
dan purbakala yang tersebar di berbagai tempat.

Untuk itulah maka Balai Pelestarian Peninggalan

Purbakala bermaksud mengadakan kegiatan Jelajah

Pembukaan Jelajah Budaya oleh Ibu Dra. Herni Pramastuti

Budaya dengan peserta terdiri atas pelajar
tingkat SMU. Kegiatan Jelajah Budaya
berlangsung pada hari Minggu tanggal
20 Juni 2010. Dalam pelaksanaannya,
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
Yogyakarta bekerja sama dengan Kwartir
Daerah XII Yogyakarta. Kegiatan Jelajah
Budaya tahun 2010 mengambil rute
start dari Pesanggrahan Ambarbinangun,
Tamansari, Benteng Kraton, Masjid Sela
dan finish di Benteng Vredeburg. Kegiatan
Jelajah Budaya ini mengusung tema
”Dengan Jelajah Budaya Kita Lestarikan
Nilai-nilai  Kejuangan, Kekayaan, dan
Keragaman Budaya Indonesia”, dengan Motto
”Satyaku Ku Darmakan, Darmaku Ku Baktikan™.

Tujuan Kegiatan Jelajah Budaya Tahun 2010
adalah meningkatkan pengetahuan generasi muda
tentang pusaka budaya serta memperkenalkan potensi
budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam rangka memupuk rasa kebanggaan nasional

dan menpertebal jati diri bangsa.
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KEGIATAN KEMAH BUDAYA 2010

Pembukaan Kemah Budaya oleh Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum.

Gerakan Pramuka sebagai salah satu lembaga
pendidikan luar sekolah mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda
guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi
generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab
mengisi kemerdekaan membina generasi muda
Indonesia agar menjadi kader pembangunan yang
bermoral Pancasila dan ikut serta membangun
bangsa. Kepramukaan merupakan proses pendidikan
luar sekolah dan luar keluarga dalam bentuk kegiatan
menarik dan menantang dilakukan di alam terbuka
dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode
Kepramukaan dengan pembentukan watak sebagai
sasaran akhir. Sesuai dengan titik berat pembinaan
Pramuka di luar sekolah, maka salah satu kegiatan

bagi Pramuka adalah Kemah Budaya.

Tahun 2010

diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan

Kegiatan Kemah Budaya
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2010
tempat di

8  Agustus dengan
mengambil
Museum Benteng Vredeburg,
Yogyakarta. Tema kegiatan
Kemah Budaya Tahun 2010
adalah  “ Dari Jogja Kita
Bangun  Karakter Generasi
Muda
Memperkokoh Jati Diri Bangsa
“ Satyaku
Dharmaku

dengan

Indonesia Guna

“, dengan motto
Kudharmakan
Kubaktikan
semboyan Pramuka Bangkit!,
Pemuda Jaya!, Siapa Kita?
Indonesia. Kemah Budaya
tahun 2010 merupakan proses
pendidikan dan pembinaan secara totalitas serta
terpadu dengan sasaran pemantapan mental, fisik,
pengetahuan, dan ketrampilan bidang sejarah,
kepurbakalaan dan seni budaya serta berwawasan
kebangsaan. Selain itu kegiatan Kemah Budaya
berorientasi pada penanaman dan pemahaman nilai-
nilai budaya bangsa sesuai makna Bhinneka Tunggal
Ika guna menciptakan ketahanan budaya meliputi
aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual dan
fisik sebagai individu maupun sebagai anggota
masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan Kemah
Budaya adalah

dan toleransi terhadap perbedaan, memperkuat

: meningkatkan rasa kebangsaan

kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan

bangsa dan melalui pendekatan budaya guna

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma positif.

Tahun 2010

dilaksanakan secara kombinasi di outdoor dan indoor

Kegiatan Kemah Budaya
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dalam bentuk perkemahan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta
Sistem Among. Kegiatan Kemah Budaya Daerah Tahun 2010 diikuti oleh Pramuka Penggalang dan Pramuka
Penegak perutusan Kwartir Cabang se-DIY sejumlah 215 orang peserta Pramuka. Beberapa kegiatan yang
dilaksanakan dalam Kemah Budaya antara lain : Giat Prestasi Peragaan Permainan Tradisional, Giat Masakan
dan Jajanan Tradisional, Giat Prestasi Karnaval Budaya, Giat Prestasi Majalah Dinding, Giat Prestasi Paduan
Suara, Giat Prestasi Pidato Bahasa Jawa, Giat Prestasi Mendongeng, Giat Prestasi Guyon Maton, Giat karya
Tulis, dan Giat Prestasi Yel-yel Kebangsaan.

---.‘u.ufﬂfﬁ’ rmv!m’v.\'ﬁﬂm e

Giat Prestasi Pidato Bahasa Jawa

Giat Prestasi Masakan dan Jajanan Tradisional Api unggun dan renungan kebangsaan

Giat Prestasi Majalah Dinding . Tenda Kemah Budaya
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PENGHARGAAN PELESTARI CAGAR BUDAYA TAHUN 2010

1. Bank Indonesia

Kantor Cabang “Djokdjakarta” yang saat ini disebut
Kantor Bank Indonesia Yogyakarta dibuka pada
tanggal 1 April 1879, sebagai KC De Javanche Bank
ke-8. Pendiriannya terutama untuk mengakomodasi
usulan perusahaan yang memiliki kepentingan
bisnis di daerah ini yakni Firma Dorrepaal & Co.,
Semarang. Usulan tersebut langsung disambut baik
oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada saat itu. Pada
tanggal 9 Maret 1942, kegiatan De Javanche Bank
sempat terhenti bersamaan dengan masa pendudukan
Jepang yang disusul dengan pelikuidasian bank-bank
milik Belanda, Inggris dan Cina. Kemudian Nanpo
Kaihatsu Ginko difungsikan sebagai bank sirkulasi
untuk wilayah Jawa. Pada tanggal 30 Desember
1948, KC Djokdjakarta mulai beroperasi kembali
namun kemudian ditutup kembali pada 30 Juni 1949
bersamaan dengan Agresi Belanda ke-2. Namun
akhirnya pada tanggal 22 Maret 1950 beroperasi
kembali. Dengan diberlakukannya UU No.11/1953
pada 1 Juli 1953, De Javanche Bank berubah menjadi
Bank Indonesia, sehingga seluruh KC De Javanche

Bank berubah menjadi KC Bank Indonesia, termasuk
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KC Yogyakarta.
kegiatan operasional yang meningkat, tanggal 4

Seiring dengan perkembangan

Februari 1993 gedung baru yang bersebelahan dengan
gedung lama diresmikan. Selanjutnya sebutan Kantor
Cabang Yogyakarta sejak tanggal 1 Agustus 1996
berubah menjadi Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.
Bangunan ini menghadap ke utara, terdiri atas dua
tingkat dan satu basement. Arsitektur yang tampak

pada bangunan ini menunjukkan ciri arsitektur Eropa.

2. SMU Negeri 3 Yogyakarta

Bangunan ini sejak zaman Belanda digunakan
untuk Algemeene Middelbare School (AMS) afd.
B.. AMS merupakan sekolah menengah yang lebih
tinggi dari MULO. didirikan pada tahun 1919. Pada
masa pemerintahan bala tentara Jepang Dai Nippon
sekolah
Sekolah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu A (ilmu

ini dinamai Sekolah Menengah Tinggi.
kebudayaan) dan B (ilmu alam). Pelajaran yang
diberikan kepada para murid diatur dan diawasi oleh
Dai Nippon. Hal ini menyebabkan guru dan murid

yang sebagian besar orang Indonesia itu tertekan
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batinnya. Akibatnya guru dan murid bersatu untuk
memerangi tekanan dengan cara membentuk wadah
padmanaba pada tanggal 19 September 1942. Oleh
karena siswa SMT bagian A dan B makin banyak,
maka pada tahun 1946/1947 sekolah ini dipisah,
bagian A berada di Jalan Pakem, sedangkan bagian
B berada di Jalan Jati Kotabaru. Pada masa Clash I
tanggal 21 Juli 1947 sekolah ini libur besar selama
3 bulan karena bangunannya dijadikan markas
pejuang. Setelah Clash I sekolah ini kebanjiran murid
sehingga dibuka sekolah darurat dan sekolah pejuang
pada tahun ajaran 1947/1948. Pada masa Clash II,
sekolah SMA 3 digunakan Belanda untuk Markas
tentara Belanda. Pada masa ini sekolah ditutup
kembali. Pada masa ini banyak anggota Padmanaba
ikut mengangkat senjata, bergabung dalam TP
(Tentara Pelajar). Banyak di antara mereka yang
gugur saat terjadi pertempuran di Kotabaru, antara
lain Faridan M Noto, Suroto, Kunto, Sudiarto, Joko
Pranoto, Jumerut, Kunarso, Suryadi dan Purnomo.
Pada tahun 1956, SMA ini berubah nama menjadi
SMA IIIB dan tahun 1964 berubah menjadi SMA

Negeri 3 Yogyakarta.

3. Bekas Gedung Budi Utomo (SMU Negeri
11 Yogyakarta)

Pada masa kolonial Belanda bangunan ini dirancang

sebagai kompleks bangunan pendidikan, yaitu

sebagai Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzen
(Sekolah  Guru

Djokjakarta zaman Belanda).

Bangunan sekolah ini dibangun pada tahun 1894 dan
dibuka pada tanggal 7 April 1897. Bangunan sekolah
ini juga dikenal sebagai Openbare Kweekschool serta
disebut sebagai Sekolah Raja yang mana segala biaya
dari pemerintah Belanda. Pada bulan Oktober 1908,
bangunan ini digunakan sebagai Kongres Budi Utomo
I. Pada tahun 1927 gedung ini digunakan untuk
sekolah guru (Holland Inlandsche Kweekschool).
Selanjutnya pada tahun 1965 gedung ini dipakai
sebagai Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan sampai
saat ini digunakan untuk SMU 11 Yogyakarta.

4. Gereja Santo Antonius

Perintis pendirian Gereja Santo Antonius Kotabaru
adalah Romo F. Strater. Sebelum gereja tersebut
berdiri, Romo F. Strater merintis pendirian Kolsani
(Kolese Santo Ignatius) dan Novisiat Kolsani yang
telah dimulai pada tanggal 18 Agustus 1922. Kolsani
ini juga mempunyai kapel yang terbuka untuk umum.
Dengan adanya perkembangan umat yang terus
bertambah maka Romo F. Strater memandang perlu
didirikan gereja yang lebih besar dan representatif,
tetapi dengan suatu syarat bahwa gereja tersebut
diberi nama St Antonius van Padua. Pembangunan
gereja tersebut selesai pada tahun 1926. Pada masa
pendudukan Jepang tahun 1942 Kolsani menjadi
tempat penampungan suster-suster dan wanita-wanita
Belanda interniran, Seminari Tinggi yang letaknya di

sebelah barat gereja menjadi kantor tentara Jepang
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dan Gereja Santo Antonius Kotabaru menjadi
gudang dan kemudian tidak berfungsi lagi menjadi
gereja. Pada tahun 1944 pastur pertama Kotabaru
Rama Strater SJ dibunuh oleh tentara Jepang karena
mengadakan rapat rahasia bagi beberapa kepala
sekolah Kanisius seluruh D.I. Yogyakarta. Oleh
karena Gereja Kotabaru sudah tidak berfungsi lagi
menjadi gereja maka kemudian dicarikan sebuah
rumah kuno berbentuk joglo di daerah Kumetiran.
Rumah ini kemudian dijadikan gereja. Setelah Jepang
mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II tahun
1945, maka

Kotabaru berfungsi kembali menjadi gereja seperti

Kolsani dan Gereja Santo Antonius

semula.

5. Rumah Sakit Panti Rapih

Bangunan rumah sakit ini dulu merupakan Rumah
Sakit Onder De Bogen. Rumah sakit ini berdiri atas
inisiatif Romo Strater, SJ. Dan Katholicke Sociate
Bond. Pendirian bangunan tersebut mendapat
dukungan penuh oleh Ir. Schmutzer, direktur PG.
Gondanglipuro, Ganjuran. Peletakan batu pertama
oleh Ny. CTM. Schmutzer van Rijekervorrel pada
tanggal 14 September 1928. Pada tanggal 14
September 1929, bangunan ini diresmikan oleh
Sultan Hamengku Buwana VIII dan diberi nama
Rumah Sakit Onder de Bogen yang berarti di bawah
lengkungan”, karena bangunan tersebut dihiasi

banyak lengkung yang merupakan gambaran dari
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suatu kebulatan tekad untuk memberikan cinta kasih
terhadap sesama. Pada masa pendudukan Jepang,
nama Rumah Sakit Onder de Bogen oleh Mgr.
Albertus Soegijopranoto, SJ diganti dengan nama baru
yaitu Panti Rapih yang berarti rumah penyembuhan.
Di rumah sakit ini terdapat paviliun yang pernah
ditempati oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman
dan Sultan Hamengku Buwana VIII sewaktu sakit.
Bangunan rumah sakit ini menghadap ke barat. Pada
bagian depan terdapat kanopi berbentuk limasan,
namun meruncing pada ujungnya yang berfungsi
sebagai ventilasi udara. Seluruh pintu dan jendela

bangunan berbentuk lengkungan.

6. Kompleks Marsudirini

Sekolah Marsudirini diawali oleh para suster OSF
yang berkarya di Yogyakarta pada permulaan
abad 20, dengan membuka Taman Kanak-kanak
(Frobelschool ) pada 1 April 1902. Kemudian para
1 Juli
1902 yang dinamai Leeschool. Tanggal 19 April

suster OSF membuka Sekolah Dasar pada

1904 diadakan upacara peletakan batu pertama

pembangunan kompleks biara dan ruang-ruang
sekolah. Tanggal 8 Desember 1904 gedung biara dan
sekolah yang baru diberkati dan diberi nama Maria
School (Sekolah Santa Maria). Pada tanggal 28 Juni
1920 dibuka pendidikan Sekolah Dasar Interamata
yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati No.
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30 Yogyakarta. Pada tahun 1954, perkumpulan
Suster-suster Santo Fransiskus mendirikan Yayasan
Marsudirini untuk menaungi seluruh aktivitas sekolah
secara hukum, yang secara alamiah berdampak pada
sebutan sekolah-sekolah yang dikelola oleh para suster
Fransiskus tersebut menjadi sekolah Marsudirini.
Bangunan ini berbentuk bangunan indis, menghadap
ke utara dan memanjang dari timur ke barat. Bentuk
pintu dan jendela menggunakan krepyak dengan
model daun pintu dan jendela ganda (kupu tarung).
Bagian bagunan yang digunakan sebagai biara atau
susteran adalah bagian tengah. Bangunan sangat
tinggi dan di bagian atapnya terdapat salib. Denah

bangunan ini kalau dilihat dari atas berbentuk salib.

7. Dalem Brantakusuman (Pugeran)

Dalem Brantakusuman

didirikan  pada

masa
pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII
(1895) dan pertama kali digunakan oleh GBRAY
Brantakusuma (Putri ke-8 Sultan HB VII dari
GKR Kencana). Setelah GBRAY

Brantakusuma meninggal, kemudian pihak keraton

permaisuri

meminjamkan Dalem tersebut ke Angkatan Darat
dan tempat tinggal prajurit Angkatan Darat. Pada
pertengahan tahun 1960 Museum Angkatan Darat
di pindah ke Panglima Besar Jendral Sudirman
di JI. Bintaran Wetan, kemudian pada tahun 1968
Sri Sultan HB IX memerintahkan KGPH Poeger
(Putra Sri Sultan HB VIII) untuk menempati dalem

tersebut. Dengan demikian, Dalem Brantakusuman
ini juga dikenal sebagai Dalem Pugeran. Bangunan
Dalem Brantakusuman mempunyai ciri-ciri sebagai
bangunan Dalem yang mempunyai struktur tata
ruang yang lengkap, yaitu dari : gledegan, regol,
pendopo, pringgitan, dalem ageng yang dilengkapi
dengan gandok kiwo dan tengen, seketheng,gadri
dan pawon. bangunan tersebut berada dalam sebuah
benteng, segala atribut pada dalem tersebut mengacu

pada bangunan inti keraton.

8. Rumah Tradisional KRT Kusumabudaya

Rumah ini berupa sebuah joglo yang berumur +
150 tahun, dibangun oleh KRT Kusumabudaya,
abdi dalem silir (pengelola penerangan keraton).
Pada masa Sultan HB VIII, tata ruang dan material
bangunan masih dipertahankan keasliannya, kecuali
bagian lantai sudah berganti ubin keramik. Gaya
tradisional terlihat jelas dengan keberadaan pendopo
pada bagian depan rumah dan sumur pada sudut
halaman. Selain itu arsitektur tradisional ditunjukan
pula dari bentuk atapnya berupa joglo pada pendopo
dan limasan pada rumah utama (Dalem Ageng), dan
dilengkapi tiga senthong (tengah, kiri dan kanan).
Di samping itu, di halaman rumah ditata dengan

berbagai koleksi tanaman langka.
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9. Homestay Indraloka

Tumenggung Mangundipuro. Masjid Sela merupakan
Masjid Dalem Kadipaten untuk putra mahkota, akan

Rumah ini dibangun pada tahun 1930 oleh Van der
Vin. Pada waktu ibu kota RI pindah ke Yogyakarta,
rumah tersebut menjadi rumah dinas Dr. Prawoto
Mangkusasmita, salah satu anggota parlemen dari
partai Masyumi. Setelah ibu kota RI pindah kembali
ke Jakarta, rumah tersebut berada di bawah Jawatan
Perumahan Yogyakarta. Pada tahun 1960 dibeli
oleh Bp. Moerdiyono Danoesastro, dan mulai tahun
1970 dipergunakan sebagai homestay. Bangunan ini
menghadap ke arah selatan, mempunyai arsitektur
yang sangat unik berupa bangunan tinggi dengan
atap yang sangat curam. Bangunan terdiri dari dua
lantai, pada sisi selatan terdapat teras berbentuk segi
delapan yang saat ini telah diubah menjadi ruangan
tertutup. Pada awalnya atap terbuat atas sirap,
namun sekitar tahun 2005 diganti dengan genteng
untuk mempermudah perawatan. Secara arsitektur
bangunan ini menciptakan bangunan tradisional yang

bercampur Eropa (bangunan indis).

10. Masjid Sela

Masjid Sela didirikan pada masa Sultan Hamengku
Buwana I pada tahun 1709 H atau 1787 M. Pendirian
masjid diprakarsai oleh KGP Hamengkunegara
atau putra mahkota kelak menjadi Hamengku

Buwana II. Sebagai pelaksana pembangunan adalah
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tetapi Dalem tersebut mengalami kerusakan adanya
serangan tentara Inggris pada tahun 1812 M. Konon
Masjid Sela seluruh bangunannya terbuat dari
campuran spesi pasir, kapur dan semen merah. Hasil
campuran spesi tersebut menjadi keras seperti batu
berwarna hitam. Oleh karena itu masjid diberi nama
dari bahasa Jawa yaitu ”Sela” (batu).

11. Masjid Margayuwana

Masjid Margayuwana merupakan salah satu masjid
kuno yang terdapat di Jalan Langenastran Lor No.
9 Yogyakarta. Masjid ini mulai dibangun pada
tanggal 28 Maulud 1874 AJ oleh Pawiro Yuwono,
seorang pedagang batik yang sukses. Masjid ini
diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1943. Pada
masa kemerdekaan tepatnya pada saat Yogyakarta
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sebagai ibu kota RI, Masjid Margayuwana sering
digunakan sebagai tempat ibadah para menteri dan
para pembesar yang ada di Yogyakarta. Renovasi
bangunan masjid ini pada tahun 1986 dengan
perbaikan tempat wudhu. Saat ini selain digunakan
sebagi tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk
kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Margoyuwono
berdenah bujur sangkar pada ruang utama masjid dan
ditambah dengan serambi terbuka yang dilengkapi
dengan lengkung-lengkung atap bangunan yang
berupa atap tumpang, yang terdiri atas rangka kayu
jati dan lantainya dari tegel kembang.

12. Rumah Limasan milik Hj. Sitti Suparini
Pradipto

Rumah ini terletak di Jl. Langenastran Lor no.
11, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Bangunan
menghadap ke arah selatan, terdiri atas rumah
induk dengan gandhok kiri. Pada bagian belakang
terdapat bangunan tambahan berlantai dua. Secara
keseluruhan arsitektur bangunan mengacu pada
bangunan tradisional Jawa, kecuali tata ruangnya
yang lebih kontemporer. Bangunan ini mempunyai
hiasan yang sangat raya terutama pada bagian teras,
berupa stiliran tumbuhan yang dicat dengan dominasi
warna hijau dan kuning. Rumah ini dibangun pada
tahun 1942, dan sejak tahun 1943 ditempati oleh
keluarga Haji Muhammad Jubair Prawiro Yuwono
yang merupakan salah seorang pegusaha batik yang

sukses. Dahulu rumah tersebut dinamakan “Asrama

Margoyuwono”, sesuai dengan prasasti pada
dindingnya yang berbunyi “Asrama Margoyuwono
PJ 1896”. Disebut sebagai asrama, karena tempat ini
merupakan tempat peristirahatan atau semacam vila
bagi keluarga HMJ Prawiro Yuwono yang melakukan
liburan setiap akhir pekan. Kesuksesan HMJ Prawiro
Yuwono sebagai pengusaha batik yang sukses
menjadikan rumahnya stereotip Jawa dengan banyak
ragam hias dan dilengkapi dengan langgar. Langgar
tersebut dahulu terletak di samping rumahnya. Dalam
perkembangan selanjutnya jamaah yang beribadah
di langgar tersebut semakin banyak. Oleh karena
itu langgar tesebut kemudian dipugar dan dibangun
menjadi masjid pada tahun 1943 oleh keluarga HMJ
Prawiro Yuwono. Oleh karena itu, pada sisi barat
terdapat pintu penghubung antara rumah tersebut

dengan Masjid Margoyuwono.
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DAFTAR BANGUNAN YANG TELAH DICAGARBUDAYAKAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2010

NO

NAMA BENDA CAGAR BUDAYA

NAMA SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL

Gedung Bank BNI 1946

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung SMP Negeri 6

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung Kantor Pos Besar

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Klenteng Poncowinatan (Kranggan)

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung Bank Indonesia

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung Gereja Santo Antonius

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung SMU Negeri 3

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung Kepatihan

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

Gedung Museum Sasmitaloka

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

10

Gedung SMP Negeri 1

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

11

Gedung Rumah Sakit Panti Rapih

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

12

Gedung KONI

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

13

Kraton Yogyakarta

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

14

Puro Pakualaman

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

15

Dalem Tejokusuman

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010

16

Kantor Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Kota
Yogyakarta

Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. PM.07/PW.007/
MKP/2010

8 Januari 2010
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KEGIATAN FESTIVAL MUSEUM
DI BENTENG VREDEBURG 2010

Pembukaan Festival Museum di Benteng Vredeburg

Balai Purbakala
Yogyakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan

Pelestarian  Peninggalan

pemeliharaan, perlindungan, pemugaran,
dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyidikan
dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala
bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk
yang berada di lapangan maupun di ruangan. Salah
satu fungsi yang diemban sesuai tupoksi Balai
Pelestarian  Peninggalan Purbakala Yogyakarta
adalah melaksanakan bimbingan/penyuluhan tentang
benda cagar budaya kepada masyarakat melalui
media pameran. Dalam rangka “ Festival Museum
20107 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
menampilkan koleksi Arca Wisnu dan 2 arca
avataranya yaitu Narasimha dan Wamana Triwikrama.
Kedua arca avatara Dewa Wisnu tersebut merupakan
masterpiece koleksi Balai Pelestarian Peninggalan

Purbakala Yogyakarta.

Festival Museum
diselenggarakan ~ di Museum
Benteng  Vredeburg tanggal

. 26 September sampai dengan
; -1 Oktober 2010. Tema yang
diangkat
- adalah  “
: &; Pembangunan Karakter Generasi
w Muda”. Hal ini
P 3 gambaran bahwa masa depan

dalam kegiatan ini
Museum  Untuk

memberikan

4% sebuah bangsa di kemudian hari
-_. dapat dilihat dari bagaimana
| kualitas dan karakter generasi
yang
berkepribadian adalah generasi

mudanya. Generasi

muda yang memiliki jati diri
dan tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing
yang tidak sesuai dengan akar-akar kebudayaan
Indonesia. Maksud dilaksanakannya pameran adalah
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi maupun
realisasi dari program kerja BP3 Yogyakarta.
Sedangkan, tujuan dilaksanakannya pameran adalah

sebagai berikut.

1. Sebagai sarana penyebarluasan informasi
mengenai benda cagar budaya kepada

masyarakat

2. Sebagai  sarana  edukasi  kepada
masyarakat dalam rangka pelestarian
benda cagar budaya.

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat
akan budaya yang mengarah pada

terwujudnya pelestarian benda cagar budaya.

Sasaran yang dicapai adalah seluruh masyarakat

pecinta dan pemerhati dalam pelestarian budaya
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baik di dalam maupun di luar Yogyakarta. Dengan tersajinya benda-benda koleksi unggulan dan museum
maupun instansi peserta pameran kepada masyarakat, maka informasi koleksi yang memuat nilai-nilai luhur
sejarah dan budaya akan diterima oleh masyarakat. Dengan diadakannya Festival Museum 2010 diharapkan
dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan arti dan pentingnya museum sebagai sarana pembelajaran

masyarakat akan masa lampau

Suasana pengunjung di stand BP3 DIY

 J Ill| A .

Pembuatan panel materi

Stand BP3 DIY

Penutupan Festival Museum oleh
Bp. Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum.
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